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ABSTRAK 

 

PENGARUH AGLOMERASI INDUSTRI, UPAH MINIMUM PROVINSI,  

INFRASTRUKTUR JALAN, KEMISKINAN DAN RATA-RATA LAMA 

SEKOLAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN 

ANTARWILAYAH DI PULAU SUMATERA 

Oleh 

UNDA 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh aglomerasi industri, Upah 

Minimum Provinsi (UMP), infrastruktur jalan, tingkat kemiskinan, dan rata-rata 

lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di 10 provinsi Pulau 

Sumatera periode 2014–2024. Penelitian menggunakan data panel dengan Indeks 

Williamson sebagai indikator ketimpangan dan dianalisis menggunakan metode 

Panel-Corrected Standard Errors (PCSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Sumatera Selatan dan Sumatera Utara memiliki tingkat ketimpangan tertinggi, 

sedangkan Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung terendah. Secara simultan 

seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara 

parsial, aglomerasi industri dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif 

signifikan, UMP berpengaruh negatif signifikan, sedangkan infrastruktur jalan dan 

tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. 

Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan, Indeks Williamson, Aglomerasi Industri, 

Upah Minimum Provinsi, Infrastruktur Jalan, Kemiskinan, Rata-Rata Lama 

Sekolah, Panel-Corrected Standard Errors. 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF INDUSTRIAL AGGLOMERATION, PROVINCIAL 

MINIMUM WAGE, ROAD INFRASTRUCTURE, POVERTY AND MEAN 

YEARS OF SCHOOLING ON REGIONAL INCOME INEQUALITY IN 

SUMATRA ISLAND 

 

By 

UNDA 

This study aims to analyze the effects of industrial agglomeration, Provincial 

Minimum Wage (PMW), road infrastructure, poverty rate, and mean years of 

schooling on regional income inequality across 10 provinces in Sumatra during 

2014–2024. The study employs panel data using the Williamson Index as a measure 

of inequality and analyzes the data using the Panel-Corrected Standard Errors 

(PCSE) approach. The results indicate that South Sumatra and North Sumatra 

exhibit the highest levels of income inequality, while Bangka Belitung Islands and 

Lampung show the lowest levels. Simultaneously, all independent variables 

significantly affect income inequality. Partially, industrial agglomeration and mean 

years of schooling have a positive and significant effect, while PMW has a negative 

and significant effect. Meanwhile, road infrastructure and poverty rate do not have 

a significant effect on income inequality.  

Keywords: Income Inequality, Williamson Index, Industrial Agglomeration, 

Provincial Minimum Wage, Road Infrastructure, Poverty, Mean Years of Schooling, 

Panel-Corrected Standard Errors. 
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MOTTO 

 

۝٧ فَانْصَبْ   فَرَغْتَ  فاَِذاَ  

“Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras 

untuk urusan yang lain.” 

(Q.S Al-Insyirah:7) 

 

 

۝٣٩ سَعٰى   مَا اِلَّّ  لِلِْْنْسَانِ  لَّيْسَ  وَانَْ   

“Manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” 

(Q.S An-Najm:39) 

 

 

“Barang siapa yang tidak menysukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan 

mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” 

(HR Ahmad No. 17721) 

 

 

"Bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman." 

(Joko Pinurbo, Kamus Kecil) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditandatangani 

oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, adalah 

memastikan kesempatan yang setara dan mengurangi ketimpangan pendapatan 

(Muslikhah & Utami, 2019). Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan tingkat 

ketimpangan hingga mencapai angka 0,370-0,380 pada tahun 2024. Target ini 

diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan berbagai 

kebijakan, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas 

akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong pemerataan 

pembangunan di seluruh wilayah (Supriyanto & Utomo, 2024). 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah. Menurut Todaro, M. P., & Smith (2006), pembangunan 

ekonomi harus memiliki minimal tiga tujuan utama, yaitu: pertama, meningkatkan 

ketersediaan dan distribusi secara luas barang-barang kebutuhan pokok seperti 

makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan; kedua, meningkatkan taraf hidup 

masyarakat melalui penghasilan yang lebih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan, 

serta peningkatan pendidikan dan kesejahteraan secara umum; dan ketiga, 

memperluas pilihan sosial dan ekonomi bagi setiap individu. Keberhasilan dari 

pembangunan ekonomi sendiri dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonominya. 

Ketimpangan dalam pembangunan merupakan isu strategis yang sedang menjadi 

bahan perbincangan hangat dan sangat penting untuk ditangani secara tepat. Jika 

kondisi ini diabaikan, maka dapat memicu berbagai dampak negatif yang luas. 

Dampaknya meliputi berbagai bidang, mulai dari persoalan sosial, lingkungan, 

komplikasi demografis, hingga aspek politik. Di samping itu, ketimpangan yang 
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tidak diperbaiki berpotensi menghambat dan merugikan proses pembangunan yang 

sudah direncanakan. Akibatnya, wilayah yang sudah berkembang akan terus maju, 

sementara wilayah yang kurang berkembang akan semakin tertinggal dan tertinggal 

jauh dari daerah yang lebih maju (Zaki, 2023). Dalam hal ini, peran pemerintah 

sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan ekonomi. Saat ini, 

dengan adanya era otonomi daerah, setiap wilayah diharapkan mampu mengelola 

potensi yang dimilikinya secara efektif, sehingga dapat mempercepat proses 

pembangunan yang lebih seimbang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

secara optimal. Dengan demikian, jarak pembangunan antara daerah yang sudah 

berkembang dan yang tertinggal dapat diminimalisasi (Rahmadi et al., 2024). 

Berdasarkan penjelasan dari (Wahidin et al., 2022), pembangunan merupakan salah 

satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk 

memajukan berbagai aspek kehidupan di setiap wilayah, termasuk di dalamnya 

sektor ekonomi. Pembangunan dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berkontribusi 

pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  

Perbedaan antara ketimpangan pendapatan antardaerah dan ketimpangan 

pendapatan terletak pada indikator pengukurannya. Ketimpangan pendapatan 

antardaerah menggambarkan disparitas tingkat kesejahteraan ekonomi 

antarwilayah dan umumnya diukur menggunakan Indeks Williamson, yang 

dihitung berdasarkan PDRB per kapita dengan mempertimbangkan jumlah 

penduduk masing-masing daerah. Indeks ini mencerminkan perbedaan tingkat 

pembangunan antara daerah yang relatif maju dan daerah yang masih tertinggal. 

Sementara itu, ketimpangan pendapatan merujuk pada ketimpangan distribusi 

pendapatan antarindividu atau rumah tangga di dalam satu wilayah tertentu, yang 

lazim diukur menggunakan Indeks Gini, yaitu indikator yang menunjukkan tingkat 

pemerataan pendapatan di antara seluruh kelompok masyarakat (Sjafrizal, 2018).  

Penyebab utama dari ketimpangan pendapatan antardaerah adalah adanya variasi 

dalam kemampuan masing-masing wilayah untuk mendorong dan menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi sumber daya, 

infrastruktur, tingkat pendidikan, serta kebijakan pembangunan daerah yang 

berbeda-beda di setiap wilayah (Didia, 2016). Ketimpangan pendapatan juga 
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berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, di mana 

daerah yang tertinggal cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi 

dan layanan publik yang kurang memadai. Oleh karena itu, pengurangan 

ketimpangan pendapatan antardaerah menjadi salah satu tantangan penting dalam 

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan memperkuat kestabilan 

ekonomi nasional (Agma, 2025). 

Menurut Sukma et al., (2019), ketimpangan pendapatan merupakan kondisi adanya 

disparitas pendapatan antarwilayah atau antarkelompok masyarakat yang tercermin 

dari perbedaan tingkat pendapatan yang relatif tinggi dan rendah. Dalam konteks 

analisis regional, ketimpangan pendapatan sering digunakan sebagai indikator 

untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu wilayah. Salah satu alat ukur 

yang umum digunakan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antarwilayah 

adalah Indeks Williamson, yang dihitung berdasarkan perbedaan PDRB per kapita 

dan jumlah penduduk antarwilayah. Nilai Indeks Williamson yang semakin 

mendekati satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan 

nilai yang mendekati nol mencerminkan pemerataan pendapatan yang lebih baik. 

(Nisa et al., 2025) Tingginya ketimpangan pendapatan berpotensi menghambat 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melemahkan proses pembangunan, 

serta memicu berbagai permasalahan sosial yang berdampak negatif terhadap 

pembangunan daerah maupun nasional. 

Pulau Sumatera, sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia, memiliki potensi 

sumber daya alam yang sangat besar. Pulau ini terdiri dari sepuluh provinsi, 

menjadikannya pulau dengan jumlah provinsi terbanyak di Indonesia. Masing-

masing provinsi memiliki kondisi geografis, sosial, budaya dan sumber daya yang 

berbeda, yang menyebabkan perbedaan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan 

masyarakat antar provinsi. Perbedaan sumber daya dan kondisi tersebut menjadi 

salah satu penyebab terjadinya ketimpangan (Mardhian et al., 2023). Hal ini 

berdampak pada perbedaan kemampuan setiap daerah dalam pertumbuhan 

pembangunan, yang menghasilkan ketimpangan antara daerah yang maju dan 

tertinggal. Disparitas antar wilayah ini turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

masyarakat di tiap wilayah. Ketimpangan pembangunan antar daerah juga 



4 
 

 

 
 

berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan yang disusun oleh pemerintah 

daerah (Utari et al., 2015). 

Berdasarkan Gambar 1.1 rata-rata PDRB per kapita Pulau Sumatera dari tahun 2014 

hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan 

yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2015, terjadi kenaikan sekitar 3,56%, 

dilanjutkan kenaikan yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya, terutama dari 

tahun 2020 ke 2022, dimana terjadi peningkatan mencapai 13,02% dan 8,64%. 

Periode ini menunjukkan bahwa perekonomian di Pulau Sumatera terus mengalami 

pertumbuhan yang stabil dan cukup pesat, terutama setelah masa pandemi, serta 

menunjukkan tren positif yang berkelanjutan hingga tahun 2024. Konsistensi angka 

pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan 

Indonesia mampu menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi nasional. 

Hal ini tentu berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus 

memperbaiki daya beli secara bertahap.Namun, meskipun PDRB per Kapita 

Indonesia terus tumbuh, Indonesia masih menghadapi masalah yang sering dialami 

oleh negara berkembang, yaitu ketimpangan (Afif, 2024).  

 

Gambar 1. 1. Rata-rata PDRB per Kapita Provinsi di Pulau Sumatera 2014-2024 

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 
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signifikan dalam pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan 

karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga 

muncul perbedaan pendapatan (Firmansyah, 2021). Teori Kuznet menyatakan 

bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita 

biasanya diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, setelah 

mencapai titik tertentu, ketimpangan tersebut mulai menurun seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membentuk pola kurva “U” terbalik 

Kuznet, (1995). Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor 

yang memengaruhi pola tersebut, yang ditandai oleh konsentrasi modal pada 

kelompok berpendapatan tinggi serta peralihan penduduk dari sektor pertanian 

tradisional ke sektor industri modern (Shinetiara & Adry, 2023). 

Salah satu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah 

adalah melalui perhitungan Indeks Williamson, yang menganalisis hubungan antara 

ketimpangan regional dan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian, 

pendapatan per kapita menjadi indikator utama dalam perhitungan indeks ini (Nur 

Hidayah & Tallo, 2020). Berikut disajikan nilai Indeks Williamson untuk periode 

2020-2024 di Pulau Sumatera, yang menggambarkan tingkat ketimpangan 

pendapatan antarwilayah. 

 

Gambar 1. 2 Nilai Indeks Williamson Provinsi di Pulau Sumatera 2014-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 
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Tabel 1.2, dari gambar tersebut terlihat bahwa ketimpangan pembangunan 

antarwilayah di Pulau Sumatera yang diukur menggunakan Indeks Williamson 

selama periode 2014–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan 

kecenderungan berbeda antarprovinsi. Provinsi dengan tingkat ketimpangan relatif 

tinggi secara konsisten adalah Sumatera Selatan (sekitar 0,70–0,85) dan Sumatera 

Utara (sekitar 0,55–0,60), yang menandakan disparitas pembangunan antar 

kabupaten/kota di wilayah tersebut masih besar. Kepulauan Riau dan Riau juga 

menunjukkan nilai ketimpangan yang cukup tinggi pada beberapa tahun tertentu, 

meskipun cenderung menurun setelah 2020. Sementara itu, provinsi dengan 

ketimpangan relatif rendah dan lebih stabil adalah Kepulauan Bangka Belitung 

(sekitar 0,18–0,20), Lampung (sekitar 0,25), serta Sumatera Barat (sekitar 0,25–

0,30), yang menunjukkan distribusi pembangunan antarwilayah yang lebih merata. 

Secara dinamika waktu, sebagian besar provinsi mengalami perubahan yang cukup 

nyata pada periode 2020–2022, di mana beberapa daerah seperti Jambi dan Riau 

sempat mengalami lonjakan ketimpangan, sedangkan provinsi lain cenderung stabil 

atau menurun. Pada tahun terakhir (2024), ketimpangan tertinggi masih berada di 

Sumatera Selatan (0,814) diikuti Sumatera Utara (0,605), sedangkan yang terendah 

terdapat di Kepulauan Bangka Belitung (0,187) dan Lampung (0,253). Secara 

keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah di Sumatera 

masih tergolong sedang hingga tinggi di beberapa provinsi, sehingga pemerataan 

pembangunan tetap menjadi isu penting dalam perencanaan kebijakan ekonomi 

daerah. Indeks Williamson dipilih karena mampu mengukur ketimpangan 

pendapatan antarwilayah dengan menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah 

penduduk suatu wilayah, sehingga lebih tepat digunakan untuk menganalisis 

ketimpangan pendapatan antarwilayah dibandingkan pengukuran ketimpangan 

antarindividu (Amelia & Diana, 2021). Menurut (Sjafrizal, 1997), Indeks 

Williamson merupakan indikator yang paling representatif untuk mengukur 

ketimpangan pembangunan antar dan intra wilayah karena (i) dapat mengukur 

disparitas antarwilayah secara bersamaan, dan (ii) dapat menilai kontribusi masing-

masing wilayah terhadap proses pembangunan nasional. Selain itu, Indeks 

Williamson juga memungkinkan analisis tren waktu dan perbandingan kondisi 

antar kabupaten atau kota dengan memperhitungkan bobot jumlah penduduk, 
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sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan 

pembangunan wilayah (Daulay et al., 2021). Dibandingkan dengan koefisien Gini 

yang lebih banyak digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan 

antarindividu, Indeks Williamson dinilai lebih sesuai untuk konteks pembangunan 

wilayah karena menggunakan indikator seperti pendapatan per kapita regional dan 

populasi wilayah sebagai dasar pengukuran (Meydarani et al, 2025). 

Masalah ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson terlihat jelas 

jika dibandingkan kondisi ekonomi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. 

Walaupun Pulau Sumatera merupakan pulau besar dengan jumlah provinsi 

terbanyak, rata-rata tingkat IPEI di wilayah ini masih lebih rendah dibandingkan 

dengan Pulau Jawa, yang hanya terdiri dari enam provinsi yakni Banten, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Menurut 

penelitian (Oktavia, 2024) selama periode lima tahun dari 2017 hingga 2021, rata-

rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Pulau Sumatera selalu lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun masih lebih rendah 

dibandingkan dengan Pulau Jawa. Pada tahun 2018, IPEI Sumatera turun sedikit 

menjadi 5,83%, dari sebelumnya 5,84%, sementara IPEI di Pulau Jawa dan nasional 

justru mengalami peningkatan, menjadi 6,36% dari 6,31% dan 5,77% dari 5,76% 

secara berurutan. Pada tahun 2019, keduanya dan secara umum Indonesia 

mengalami kenaikan IPEI; Sumatera meningkat menjadi 6,01%, Jawa menjadi 

6,60%, dan nasional menjadi 5,97%. Akan tetapi, memasuki tahun 2020, ketiga 

indikator tersebut mengalami penurunan, dengan nilai 5,67% untuk Sumatera, 

6,06% untuk Jawa, dan 5,54% secara nasional. Kondisi ekonomi mulai pulih 

kembali pada tahun 2021, yang tercermin dari kenaikan rata-rata IPEI, di mana 

Sumatera mencapai 6,13%, Jawa 6,57%, dan secara nasional 6,00%. 

Ketimpangan dapat timbul akibat berbagai penyebab, salah satunya di negara 

berkembang adalah ketidakmerataan atau konsentrasi pembangunan. Aglomerasi 

adalah fenomena di mana kegiatan ekonomi berkumpul di suatu tempat tertentu, 

yang biasanya menghasilkan efisiensi dan pengurangan biaya. Fenomena ini sering 

ditandai dengan berkumpulnya perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen di lokasi 

tersebut (Syafi’i et al., 2023). Fenomena aglomerasi menjadi salah satu faktor 

penting yang turut mendorong pertumbuhan wilayah di Sumatera. Menurut 



8 
 

 

 
 

Sjafrizal dikutip dalam (Batubara, 2021), aglomerasi adalah fenomena di mana 

kegiatan ekonomi terpusat di suatu lokasi tertentu, yang menghasilkan 

penghematan biaya produksi. Hal ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang 

berasal dari konsentrasi industri di area tersebut, yang pada gilirannya dapat 

mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Aglomerasi adalah tempat di mana 

beberapa perusahaan industri berkumpul dalam satu area, serta merupakan tempat 

terjadinya konsentrasi industri di suatu wilayah.  

Konsep aglomerasi telah banyak diterapkan oleh negara maju untuk meneliti pola 

distribusi kegiatan ekonomi. Dalam studi (Shao et al., 2017), ditemukan bahwa 

pembangunan jaringan Kereta Api Berkecepatan Tinggi (HSR) di wilayah Yangtze 

River Delta berperan penting dalam mempengaruhi pola konsentrasi spasial industri 

jasa di kota-kota yang dilalui jalurnya. Penggunaan model difference-in-differences 

menunjukkan bahwa layanan HSR mampu mengurangi biaya waktu perjalanan dan 

memperpendek jarak efektif antar pusat ekonomi, sehingga memudahkan mobilitas 

faktor produksi dan tenaga kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur 

transportasi berkecepatan tinggi tidak hanya memperbaiki konektivitas antar kota, 

tetapi juga mendorong keberlanjutan integrasi ekonomi regional melalui 

peningkatan aglomerasi sektor jasa di jalur HSR. 

 

Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Industri Manufaktur Provinsi di Pulau Sumatera 

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 
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Berdasarkan Gambar 1.3, pada tahun 2020, hampir semua provinsi mengalami 

kontraksi di sektor manufaktur akibat dampak awal pandemi COVID-19, termasuk 

Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung yang turun lebih dari -5%. Pada 2021, 

terjadi pemulihan yang cukup kuat dengan pertumbuhan positif di banyak wilayah, 

bahkan Kep. Riau tumbuh lebih dari 6%, meskipun Aceh masih di bawah 3%. 

Tahun 2022 menunjukkan keberlanjutan tren positif dengan semua provinsi 

mencatat pertumbuhan, terutama Riau dan Kep. Bangka Belitung yang tetap kuat 

di atas 4–5%, menandai aktivitas manufaktur kembali membaik pasca pandemi. 

Namun, pada 2023, pertumbuhan mulai melambat dengan beberapa provinsi seperti 

Aceh kembali mengalami kontraksi sekitar -1,6%, dan daerah lain mengalami 

perlambatan, seperti Kep. Bangka Belitung yang turun dari sekitar 5,1% ke 1,9%, 

mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur secara 

umum. Penyebab utama tren ini meliputi gangguan permintaan domestik dan global 

serta daya beli masyarakat yang lesu, sehingga menekan produksi manufaktur 

meskipun sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan 

kontribusi sekitar 18–19% terhadap PDB nasional (Sumanto & Rahmawati, 2023). 

Faktor biaya energi, logistik, dan perpajakan yang kurang kompetitif turut 

memperparah perlambatan ini, membuat pertumbuhan sektor manufaktur 

cenderung menurun meskipun masih positif di banyak daerah dibandingkan periode 

pemulihan yang kuat antara 2021 dan 2022 (Ananda et al., 2023). 

Faktor lainnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Upah 

minimum Provinsi, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2013, Upah Minimum Provinsi (UMP) 

diartikan sebagai batas minimal gaji bulanan yang harus diberikan kepada semua 

pekerja di suatu provinsi, meliputi upah pokok dan tunjangan tetap, yang 

penetapannya langsung dilakukan oleh gubernur (Ayu et al., 2025). Upah minimum 

ditetapkan dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan atau undang-undang, 

serta dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan karyawan 

(Lestari & Nilasari, 2025). Menurut (Suhadi & Setyowati, 2022) upah minimum 

regional selalu dinaikkan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia, yang memberi 

manfaat bagi para pekerja karena memungkinkan mereka meningkatkan kualitas 

hidup mereka. 
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Menurut Sutiono, F., & Syafitri, (2018), kebijakan penetapan upah minimum 

memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena mampu menekan 

disparitas pendapatan antarprovinsi maupun antardaerah. Hal ini terjadi melalui 

mekanisme penciptaan dan perlindungan lapangan kerja, khususnya bagi pekerja 

berupah rendah. Peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan 

kelompok pekerja tersebut sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. 

Selain itu, kenaikan upah minimum juga berdampak positif terhadap perekonomian 

secara umum karena meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, 

dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Sejalan dengan penelitian Sari & Putri, (2022), upaya untuk menurunkan tingkat 

ketimpangan pendapatan dapat dilakukan melalui kebijakan yang berkaitan dengan 

penetapan Upah Minimum. Upah Minimum berfungsi sebagai langkah 

pengendalian agar distribusi pendapatan di kalangan pekerja, terutama buruh yang 

memiliki tingkat keterampilan rendah, menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu 

timpang. Dengan adanya upah ini, kesejahteraan pekerja non-terampil dapat 

ditingkatkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sekaligus 

mengurangi kesenjangan ekonomi antar pekerjaan dan wilayah. Kebijakan ini 

menjadi salah satu solusi efektif dalam memperkecil disparitas pendapatan serta 

meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan nilai upah minimum di sepuluh provinsi 

di Pulau Sumatera dari tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan tabel tersebut, dapat 

dilihat bahwa meskipun secara umum upah minimum di provinsi-provinsi tersebut 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, terdapat perbedaan antara satu daerah dengan 

daerah lainnya. Beberapa provinsi seperti Aceh dan Sumatera Utara cenderung 

menunjukkan peningkatan yang stabil dan relatif tinggi, sementara provinsi lain 

seperti Bangka Belitung dan Bengkulu mengalami kenaikan yang lebih lambat atau 

fluktuatif. Perbedaan ini mengindikasikan adanya disparitas ekonomi dan daya beli 

yang berbeda antar wilayah di Pulau Sumatera. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Anshari et al., 2019), diketahui bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, apabila 
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upah minimum provinsi mengalami peningkatan, maka tingkat ketimpangan 

pendapatan di Indonesia cenderung menurun. 

 

Gambar 1. 4 Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera 2014-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data dioloah) 

Perbedaan tingkat upah yang ada di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa 

menyebabkan tenaga kerja dari Pulau Sumatera cenderung bermigrasi ke Pulau 

Jawa untuk mencari peluang kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih 

tinggi. Kondisi ini terjadi karena perbedaan upah minimum yang signifikan antara 

kedua wilayah tersebut, di mana upah di Pulau Jawa umumnya lebih tinggi 

dibandingkan di Sumatera. Akibatnya, tenaga kerja dari Sumatera sering kali 

meninggalkan daerah asal mereka demi memperoleh penghidupan yang lebih layak 

di Pulau Jawa, yang kemudian dapat memperparah kekurangan tenaga kerja di 

daerah asal dan meningkatkan tekanan ekonomi di wilayah tersebut. Fenomena ini 

menunjukkan adanya disparitas ekonomi antara wilayah yang mendorong mobilitas 

tenaga kerja secara besar-besaran. 

Infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam mempercepat 

pembangunan suatu daerah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

perkembangan infrastruktur berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi 

(Maryaningsih, 2014). Hubungan simultan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi 
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mendorong peningkatan produktivitas wilayah, sehingga diperlukan ketersediaan 

infrastruktur yang memadai agar aktivitas produksi dapat berlangsung tanpa 

hambatan. Infrastruktur yang baik juga mempermudah mobilitas faktor-faktor 

produksi di suatu daerah, sehingga efisiensi ekonomi dapat tercapai. 

 

Gambar 1. 5 Kondisi Jalan Kategori Baik 10 di Pulau Sumatera 2014-2024 

Sumber : Open Data PU (data diolah) 

Mengacu pada data Infrastruktur jalan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014–

2024, dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur menunjukkan 

kecenderungan meningkat di sebagian besar provinsi, meskipun dengan tingkat dan 

pola perkembangan yang berbeda-beda. Secara umum, data tersebut mencerminkan 

adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan 

kualitas dan ketersediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan sebagai 

penunjang konektivitas wilayah. Provinsi Aceh menunjukkan nilai INF yang relatif 

stabil dengan kecenderungan meningkat secara bertahap, dari kisaran 63,06 pada 

awal periode menjadi sekitar 65,11 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan 

adanya perbaikan infrastruktur, meskipun peningkatannya masih tergolong 

moderat. Pola serupa juga terlihat di Provinsi Riau, yang meskipun mengalami 

fluktuasi antar tahun, secara umum menunjukkan perbaikan nilai infrastruktur: 

jalan hingga mencapai sekitar 66,33 pada akhir periode pengamatan. 
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Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan 

Bengkulu menunjukkan tingkat pembangunan infrastruktur yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan provinsi lain. Nilai INF di provinsi-provinsi tersebut umumnya 

berada pada kisaran 67 hingga di atas 70, dengan tren yang cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di 

wilayah tersebut telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan aksesibilitas serta aktivitas ekonomi regional. Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dan Kepulauan Riau juga menunjukkan kinerja pembangunan 

infrastruktur yang relatif baik, dengan nilai INF yang meningkat hingga mendekati 

atau melampaui 68–69 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya fokus 

pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, yang berperan penting dalam 

meningkatkan konektivitas antar pulau dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Secara 

keseluruhan, tren peningkatan nilai Indeks Infrastruktur di Pulau Sumatera selama 

periode 2014–2024 menunjukkan keberhasilan relatif pemerintah dalam 

memperbaiki kualitas infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Namun 

demikian, masih terdapat perbedaan capaian antar provinsi, yang mengindikasikan 

bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai. Oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan inklusif agar 

manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh seluruh 

wilayah di Pulau Sumatera. 

Lebih lanjut, tingkat kemiskinan memegang peranan krusial dalam dinamika 

ketimpangan pendapatan. Sebagaimana dikemukakan dalam (Al Aqilah et al., 

2024), tingginya angka kemiskinan memiliki korelasi positif terhadap disparitas 

pendapatan. Kondisi ini utamanya dipicu oleh keterbatasan akses masyarakat 

miskin terhadap sumber daya ekonomi maupun kesempatan kerja. Berpijak pada 

pandangan tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana dampak 

kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Pulau Sumatera, guna 

memberikan landasan bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang 

lebih tepat sasaran di wilayah tersebut. 



14 
 

 

 
 

 

Gambar 1. 6 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera 2014-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) 

Mengacu pada Gambar 1.6 tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera tahun 

2014–2024, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat 

kemiskinan di sebagian besar provinsi, meskipun dengan pola yang berbeda-beda. 

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta 

upaya berkelanjutan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Provinsi 

seperti Aceh dan Riau menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dan 

konsisten, di mana Aceh turun dari 15,43 persen menjadi 6,56 persen, sementara 

Riau dari 14,04 persen menjadi 4,52 persen pada akhir periode. Selain itu, Sumatera 

Selatan, Bengkulu, dan Lampung juga memperlihatkan tren penurunan yang relatif 

stabil, meskipun Bengkulu masih tergolong memiliki tingkat kemiskinan yang lebih 

tinggi dibandingkan provinsi lainnya. 

Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami fluktuasi yang cukup nyata. Sumatera 

Barat menunjukkan lonjakan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu sebelum 

kembali menurun, sementara Jambi sempat mengalami peningkatan pada periode 

2020–2021 sebelum kembali membaik. Provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif 

rendah seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau cenderung stabil 

dengan perubahan yang tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, meskipun terjadi 

penurunan kemiskinan di Pulau Sumatera selama periode pengamatan, masih 
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terdapat perbedaan antar daerah serta dinamika fluktuatif yang menunjukkan bahwa 

pengentasan kemiskinan belum merata dan masih memerlukan kebijakan yang 

lebih spesifik dan berkelanjutan. 

 

Gambar 1. 7 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Pulau Sumatera 2014-2024 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah) 

Mengacu pada Gambar 1.7, data rata-rata lama sekolah di provinsi-provinsi Pulau 

Sumatera tahun 2014–2024, terlihat adanya kecenderungan peningkatan yang 

konsisten di seluruh daerah. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses 

dan partisipasi pendidikan masyarakat dari waktu ke waktu. Provinsi seperti 

Kepulauan Riau dan Sumatera Utara mencatat nilai rata-rata lama sekolah yang 

relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan Kepulauan Riau meningkat 

dari 9,64 tahun menjadi 10,5 tahun. Sementara itu, provinsi seperti Aceh, Riau, dan 

Sumatera Barat juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil, mencerminkan 

adanya kemajuan dalam sektor pendidikan secara umum. 

Kemudian, provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang relatif lebih rendah seperti 

Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tetap menunjukkan 

peningkatan bertahap meskipun belum setinggi provinsi lainnya. Jambi dan 

Bengkulu juga mengalami kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Secara 

keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa pembangunan di sektor pendidikan 

di Pulau Sumatera mengalami kemajuan positif selama periode 2014–2024, 
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meskipun masih terdapat kesenjangan antar provinsi yang menunjukkan perlunya 

upaya lebih lanjut untuk pemerataan kualitas dan akses pendidikan di seluruh 

wilayah. 

Menurut Ahluwalia (1976) dalam (Nadya, A., Syafri, 2019), pendidikan memiliki 

peran penting dalam memengaruhi distribusi pendapatan melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, 

tetapi juga meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga 

individu memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang 

lebih baik. Dengan adanya peningkatan kemampuan tersebut, tenaga kerja 

cenderung mengalami mobilitas dari sektor pekerjaan berupah rendah dan tidak 

terampil menuju pekerjaan yang membutuhkan keahlian lebih tinggi dengan tingkat 

upah yang lebih besar. 

Proses pergeseran ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan individu secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya proporsi 

tenaga kerja terampil dalam perekonomian, distribusi pendapatan juga berpotensi 

menjadi lebih merata karena kesenjangan antara pekerja berpendapatan rendah dan 

tinggi dapat berkurang. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai salah satu 

instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki 

ketimpangan pendapatan di masyarakat. 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting guna mengisi kekurangan literatur 

yang ada dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Dengan 

memahami dampak variabel seperti aglomerasi, upah minimum provinsi, 

infratsruktur, tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah diharapkan dapat 

membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk 

mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi 

pembangunan, khususnya dalam konteks regional di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pengaruh aglomerasi industri terhadap tingkat ketimpangan 

pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014 - 2024? 

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014 - 2024? 

3. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap tingkat ketimpangan 

pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014- 2024? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan 

pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014- 2024? 

5. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan 

pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014 – 2024? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan sebelumnya: 

1. Untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014–2024. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap 

tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014 - 

2024. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Infratsruktur Jalan terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014 - 2024. 

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Kemiskinan terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2014 - 2024. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera periode 2014 - 2024 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang ketimpangan 

pendapatan, khususnya dalam konteks provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

Dengan menganalisis pengaruh variabel seperti aglomerasi industri, 

infratsruktur jalan, tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah, penelitian ini 
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diharapkan memberikan wawasan baru yang memperdalam pemahaman 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan 

di tingkat regional. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan 

kajian teoritis yang terbatas pada wilayah Sumatera. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara lebih mendalam 

mengenai berbagai faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya 

ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera.  

b) Dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor 

yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan distribusi 

pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera melalui pengamatan terhadap 

data dan indikator pembangunan yang tersedia. 

c) Sebagai referensi penting bagi para peneliti yang sedang merencanakan dan 

melaksanakan studi terkait ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah 

atau pulau lain, baik di Indonesia maupun di negara lain. Pengalaman dan 

temuan dari studi mengenai ketimpangan di Pulau Sumatera ini dapat 

menjadi acuan dalam melakukan kerangka konseptual, metodologi 

pengumpulan data, serta teknik analisis yang relevan untuk penelitian 

serupa di daerah berbeda. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan sering menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara 

berkembang dalam usaha mereka untuk mencapai status negara maju. Dalam 

tahapan pembangunan wilayah tertentu, keberadaan ketimpangan menjadi hal yang 

sulit untuk dihindari (Todaro, 2011). Ketimpangan dianggap sebagai variabel 

ambang batas (threshold variable) dalam penelitian (Wang et al., 2022), yang 

mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon. Peneliti 

menilai bahwa ketimpangan pendapatan berperan dalam mengubah pola hubungan 

tersebut dari kurva U terbalik (inverted U-shaped) menjadi kurva N-shaped, yang 

menunjukkan dampak non-linear dari pertumbuhan ekonomi terhadap emisi 

karbon, tergantung pada tingkat ketimpangan di suatu negara. Lebih lagi bahwa 

dalam kondisi ketimpangan pendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi cenderung 

meningkatkan emisi karbon, sedangkan pada tingkat ketimpangan menengah, 

pengaruh ini dapat tertekan, dan saat ketimpangan tinggi, pengaruhnya kembali 

positif. Artinya, ketimpangan pendapatan memodifikasi hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon secara variatif. 

Menurut (Adelman dan Morris, 1973), ketimpangan pendapatan pada negara 

berkembang dipicu oleh beberapa faktor, beberapa di antaranya adalah 

pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat namun tidak seimbang dengan 

pertumbuhan pendapatan per orang, ketidaksesuaian antara volume produksi 

barang dengan tingkat upah yang diterima, ketidakmerataan dalam pembangunan 

wilayah, dan tingginya investasi pada proyek-proyek yang bersifat padat modal. 
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Selain itu, kesulitan penduduk untuk meningkatkan status sosial, kebijakan 

substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, produk ekspor yang 

kurang bersaing di pasar internasional, dan mulai runtuhnya industri kerajinan 

tangan juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di 

negara-negara berkembang. 

Berbagai teori terkait ketimpangan wilayah telah dikemukakan oleh para ahli 

ekonomi terkenal di dunia, antara lain: 

2.1.2 Hipotesis Kuznet 

Perkiraan adanya kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan 

diungkapkan oleh ekonom klasik Simon Kuznets pada tahun 1955 melalui 

penelitiannya terhadap berbagai negara. Dalam studi tersebut, Kuznets 

mengemukakakan hipotesis bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan 

cenderung meningkat selama tahap awal pembangunan ekonomi. Namun, seiring 

dengan berkembangnya negara menuju status negara maju, tingkat kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan akan menurun secara bersamaan. Hipotesis ini dikenal 

sebagai “Hipotesis Kuznets” Kuznet, (1955). 

 

Gambar 2. 1 Kurva U - Terbalik 

Sumber: (Todaro & Smith, 2015) 

Berdasarkan Gambar 2.1, Kuznets menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita biasanya diikuti oleh meningkatnya 

ketimpangan pendapatan. Kondisi ini akan berlanjut hingga mencapai puncaknya. 

Setelah melewati titik tersebut, apabila pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut, 

ketimpangan secara bertahap akan menurun, sementara distribusi pendapatan 

menjadi lebih merata. Singkatnya, dalam periode pendek, pertumbuhan ekonomi 
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cenderung memperburuk ketimpangan dan kemiskinan, tetapi dalam jangka 

panjang, pertumbuhan tersebut berpotensi memperbaiki pemerataan pendapatan. 

Fenomena ini dapat terjadi karena dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan pendapatan biasanya didorong oleh sektor-sektor tertentu seperti 

industri atau pertambangan yang cenderung memberikan manfaat tidak merata 

kepada seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, ketimpangan pendapatan meningkat 

karena sebagian kelompok mendapatkan manfaat lebih besar sementara yang lain 

masih tertinggal. Selain itu, investasi dan pembangunan infrastruktural yang masih 

terbatas menyebabkan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi belum merata. 

Seiring waktu, dengan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan 

produktivitas dan investasi dalam pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang 

mendukung pemerataan kesempatan. Akumulasi modal manusia ini akan 

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum, sehingga distribusi 

pendapatan menjadi lebih adil dan ketimpangan pun perlahan berkurang. Faktor 

lain yang mempengaruhi adalah kebijakan pemerintah yang mendorong redistribusi 

kekayaan dan perlindungan sosial, yang juga turut memfasilitasi pemerataan 

pendapatan dalam jangka panjang. 

2.1.3 Teori Polarisasi Albert O. Hirschman  

Berdasarkan pemikiran Hirschman (1958), konsep trickling down atau penyaluran 

manfaat dari daerah maju (core) ke daerah tertinggal (periphery) seringkali tidak 

berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa dalam banyak kasus, daerah yang lebih 

maju—seperti bagian utara yang kaya dan berkembang—justru menarik sumber 

daya dari daerah yang lebih tidak berkembang, seperti bagian selatan, tanpa 

memberikan manfaat kembali secara nyata kepada daerah tertinggal tersebut. 

Akibatnya, daerah yang tertinggal justru menjadi semakin terpuruk atau mengalami 

“blight effects,” yang memperparah ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. 

Hirschman juga menyoroti bahwa pola interaksi ini tidak hanya terjadi antara 

daerah wilayah geografis seperti utara dan selatan, tetapi juga dapat terjadi antara 

pusat kota dan daerah pedesaan atau daerah yang belum berkembang. Kota besar, 

yang sering menampilkan gejala kemajuan, dapat berperan sebagai “parasit” 

terhadap daerah belakangnya, dengan mengambil sumber daya, tenaga kerja, dan 
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potensi ekonomi tanpa memberikan manfaat yang proporsional, sehingga pengaruh 

tersebut justru memperkuat ketimpangan dan memperbesar jarak antara pusat dan 

daerah pinggiran. 

Perbedaan mendasar antara pandangan Myrdal dan Hirschman terletak pada 

bagaimana mereka memandang proses pertumbuhan dan ketimpangan. Myrdal 

beranggapan bahwa negara-negara berkembang atau negara ketiga cenderung 

terjebak dalam siklus causalitas kumulatif, di mana ketimpangan justru 

memperkuat dirinya sendiri dan sulit teratasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, 

Hirschman bersikap lebih optimis.. Ia meyakini bahwa polarization atau 

divergences yang terjadi tidak selalu bersifat permanen dan tak terhindarkan, karena 

pemerintah memiliki peran penting dalam memitigasi ketimpangan tersebut. 

Melalui kebijakan yang tepat, seperti pajak progresif dan redistribusi sumber daya, 

pemerintah dapat ikut campur dan memperbaiki distribusi manfaat ekonomi agar 

ketimpangan tidak terus memburuk, bahkan memungkinkan pencegahan terhadap 

proses polarasi yang ekstrem. Dengan demikian, Hirschman menegaskan bahwa 

proses ketimpangan tidak harus bersifat tak terelakkan dan negatif sepanjang masa, 

selama ada campur tangan aktif dari pemerintah yang mampu mengatur dan 

menyeimbangkan jalur pembangunan secara adil dan berkeadilan. 

2.1.4 Teori Ketimpangan Myrdal 

Menurut Myrdal, (1957), ketimpangan dapat dipicu oleh dua proses yang saling 

bertentangan dalam pembangunan wilayah, yakni spread effects dan backwash 

effects. Spread effects merujuk pada penyebaran manfaat positif dari pusat 

pembangunan ekonomi ke daerah sekitarnya, sementara itu, dampak backwash 

effects adalah efek buruk yang muncul akibat konsentrasi pembangunan di satu 

lokasi tertentu, termasuk penurunan modal dan tenaga kerja di daerah sekitarnya. 

Efek ini terjadi ketika aktivitas ekonomi yang tinggi di wilayah berkembang 

menarik tenaga kerja yang produktif dari wilayah lain, sehingga produktivitas di 

wilayah tersebut meningkat dan lebih banyak investasi difokuskan ke daerah yang 

maju tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduk di 

wilayah tersebut. Namun, hal ini juga memperbesar kesenjangan antara wilayah 

maju dan tertinggal. Di sisi lain, spread effects memberikan keuntungan kepada 

daerah sekitar wilayah pusat melalui peningkatan permintaan akan bahan mentah 
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yang diperlukan oleh industri di pusat tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan 

industri, daerah tertinggal dapat secara perlahan meningkatkan kualitas wilayahnya 

melalui aliran investasi dari pusat pertumbuhan. Namun, dalam konteks negara 

berkembang, jika ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan modern dan 

pedesaan tradisional terlalu besar, maka backwash effect cenderung lebih kuat 

daripada spread effect. Dalam jangka panjang, backwash effect ini akan semakin 

mendominasi dan memperburuk ketimpangan pendapatan antar wilayah. 

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dapat dinilai menggunakan berbagai 

metode, salah satunya Indeks Williamson. Penjelasan dari metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

2.1.5 Indeks Williamson 

Ketimpangan pendapatan antarwilayah dapat diukur menggunakan Indeks 

Williamson, yang didasarkan pada data PDRB per kapita. Pemilihan data ini karena 

fokusnya adalah pada tingkat pendapatan antarwilayah, bukan pada distribusi 

pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Indeks Williamson mengukur 

hubungan antara disparitas regional dan tingkat perekonomian dengan 

memanfaatkan data ekonomi dari daerah maju maupun yang sedang berkembang 

(Willliamson, 1965). Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada pendapatan 

regional per kapita serta jumlah penduduk di masing-masing wilayah (BPS, 2019). 

Secara statistik, rumus perhitungan Indeks Williamson dapat disajikan dalam 

bentuk formula berikut: 

𝑰𝑾 =  √
∑(𝒚𝒊 − 𝒚̅)𝟐(

𝒇𝒊
𝒏)

𝒚 
 

 

 

Keterangan 

𝑦𝑖 = PDRB perkapita provinsi i  

𝑦  = PDRB perkapita rata-rata seluruh provinsi 

𝑓𝑖 = Jumlah penduduk provinsi i 

𝑛 = Jumlah penduduk seluruh provinsi 
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Dengan menerapkan Indeks Williamson,  dapat mengukur sejauh mana tingkat 

ketimpangan pendapatan antarwilayah terjadi. Nilai Indeks Williamson berkisar 

dari 0 hingga 1. Apabila nilai IW mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa 

ketimpangan pendapatan antarwilayah tersebut semakin besar. Sebaliknya, jika 

nilai IW mendekati 0, berarti ketimpangan pendapatan antarwilayah dalam wilayah 

tersebut relatif kecil. Oleh karena itu, semakin mendekati 0 nilai IW, menunjukkan 

pemerataan pendapatan antar wilayah semakin baik. 

2.1.6 Aglomerasi Industri 

Konsep ekonomi aglomerasi berasal dari ilmu ekonomi geografi, yang 

berhubungan dengan fenomena konsentrasi atau perkumpulan lokasi dari pelaku 

dan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Aglomerasi ini menunjukkan 

adanya kedekatan fisik dan ekonomi antara perusahaan, institusi, dan aktivitas 

ekonomi lainnya yang saling berinteraksi, yang dapat menyebabkan terjadinya 

efisiensi dan manfaat ekonomi bagi pelaku yang terlibat. Menurut (Malmberg & 

Maskell, 1997), aglomerasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan yang 

berdekatan secara geografis, tetapi juga melibatkan hubungan dinamis dan saling 

ketergantungan antar berbagai entitas ekonomi, seperti perusahaan dan tenaga kerja 

yang saling berinteraksi, berbagi sumber daya, dan berinovasi bersama. Konsep ini 

menekankan pentingnya keberadaan klaster industri dan pusat-pusat ekonomi yang 

memperkuat daya saing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tertentu, 

karena adanya manfaat dari jarak biaya yang lebih rendah, berbagi infrastruktur, 

serta terciptanya jaringan dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. 

Dengan demikian, aglomerasi mendorong terjadinya inovasi, efisiensi, dan 

perluasan pasar yang secara positif mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah 

secara keseluruhan. 

• Ekonomi aglomerasi berkembang dari proses pengelompokan wilayah yang 

dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Wilayah yang berfungsi sebagai 

pusat, atau daerah heterogen, merupakan area yang menjadi titik pusat 

kegiatan (node) dan di kelilinginya terdapat daerah sekitar yang kurang 
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berkembang (hinterland). Konsep ini menegaskan adanya ketergantungan 

yang saling terkait antara pusat kegiatan dan wilayah sekitarnya, sehingga 

mereka membentuk hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Richardson, 1969). Sebagai 

akibatnya, kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut saling terhubung 

secara erat melalui hubungan forward linkage dan backward linkage, yang 

memfasilitasi terbentuknya aglomerasi industri. Aglomerasi ini muncul 

karena pelaku ekonomi berusaha memperoleh manfaat dari pengurangan 

biaya yang diperoleh akibat kedekatan lokasi perusahaan, yang mendukung 

terciptanya skala ekonomi dan memperbesar pasar. Pada akhirnya, hal ini 

dapat menurunkan biaya transportasi faktor produksi dan mendorong 

terjadinya konsentrasi industri di wilayah tertentu. 

 

Menurut (Capello, 2007), penghematan biaya dapat dibagi menjadi tiga kategori 

utama: 

1. Penghematan Skala Ekonomi (Economies of Scale) Semakin besar volume 

kegiatan ekonomi yang dilakukan, maka semakin banyak faktor produksi 

yang terkonsentrasi di sekitar daerah industri tersebut, sehingga biaya 

produksi dapat menurun. Penghematan ini biasanya langsung dirasakan 

oleh perusahaan yang bersangkutan. 

2. Penghematan Lokalisasi (Localization Economies) Ketika perusahaan-

perusahaan dalam industri yang sama berlokasi dekat satu sama lain, biaya 

distribusi antar perusahaan yang memiliki hubungan forward dan backward 

linkage dapat dikurangi. Penghematan ini dirasakan oleh perusahaan-

perusahaan yang beroperasi dalam sektor terkait. 

3. Penghematan Urbanisasi (Urbanization Economies) Industri yang berlokasi 

di wilayah perkotaan umumnya dapat berproduksi secara lebih efisien 

karena tersedianya infrastruktur dan layanan pendukung yang lengkap. 

Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan tidak perlu mengeluarkan 

biaya tambahan yang besar untuk mendukung proses produksi. 
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Penghematan ini muncul sebagai hasil dari peningkatan skala ekonomi 

seiring dengan volume produksi, yang juga dikenal sebagai efek lokalisasi 

industri. Terjadinya aglomerasi industri ini memperkuat hubungan antara 

skala ekonomi, biaya transportasi, dan permintaan pasar lokal, karena 

industri akan menyesuaikan proses produksinya dengan kebutuhan pasar di 

wilayah tersebut. 

Menurut (MCcann, 2013), sumber utama dari aglomerasi industri dapat dibagi 

menjadi tiga aspek penting yang saling berkaitan dan mendukung keberlanjutan 

dari fenomena tersebut: 

1. Penyebaran Informasi (Information Spillovers) Salah satu aspek utama dari 

aglomerasi adalah kemudahan dalam proses pertukaran dan penyebaran 

informasi antar perusahaan yang berlokasi berdekatan. Ketika perusahaan-

perusahaan satu daerah saling berdekatan, mereka lebih mudah berbagi 

pengetahuan, teknologi, dan informasi pasar yang penting untuk 

pengembangan dan inovasi. Hal ini meminimalkan hambatan komunikasi 

dan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan, sehingga harus 

mendukung pertumbuhan bisnis secara lebih efisien. Kemudahan ini juga 

memungkinkan perusahaan mendapatkan wawasan tentang praktik terbaik, 

tren industri, dan peluang baru secara lebih cepat daripada jika mereka 

tersebar secara geografis yang jauh. 

2. Input Lokal yang Tidak Ditukar Melalui Perdagangan (Non-Traded Local 

Inputs) Saat perusahaan-perusahaan sejenis berkumpul dalam satu lokasi, 

mereka cenderung memanfaatkan input tertentu secara kolektif karena 

penggunaan bersama akan lebih efisien dibandingkan jika input tersebut 

digunakan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan. Misalnya, 

bahan baku, jasa pendukung, atau fasilitas produksi tertentu yang lebih 

hemat jika digunakan secara bersama-sama. Keberadaan input-input ini 

secara lokal dan tidak dapat diperdagangkan secara internasional 

memperkuat hubungan ekonomi di antara perusahaan-perusahaan di lokasi 

tersebut, menciptakan efisiensi yang mendukung keberlanjutan aglomerasi. 
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3. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil (Local Skilled-Labour Pool) Sumber 

aglomerasi yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian tertentu dalam satu wilayah tertentu. Melimpahnya tenaga kerja 

terampil memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan upah dan biaya 

faktor produksi lainnya karena pasokan tenaga kerja yang cukup dan 

berkualitas. Keuntungan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan 

dalam menetapkan harga tenaga kerja dan biaya operasional lainnya, serta 

mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan di daerah tersebut. 

Selain itu, keberadaan tenaga kerja berkualitas juga meningkatkan inovasi 

dan efisiensi produksi, yang pada akhirnya memperkuat daya saing industri 

di wilayah tersebut. 

2.1.7 Upah Minimum Provinsi 

Menurut (BPS, 2007), Upah, gaji, atau pendapatan merupakan indikator penting 

dalam menilai tingkat kesejahteraan pekerja, karena mencerminkan kemampuan 

mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Jika upah 

yang diterima masih rendah, hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih dari 

berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja agar mereka dapat 

menikmati hidup yang lebih layak dan sejahtera. Peningkatan pendapatan ini tidak 

hanya akan membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mendorong 

mereka untuk bekerja lebih produktif, meningkatkan motivasi, dan berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya 

meningkatkan upah pekerja menjadi langkah strategis yang penting dalam 

mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Gaji adalah penghasilan 

yang diterima tenaga kerja dari pekerjaan atau jasa yang telah diberikan kepada 

perusahaan, berbentuk dalam bentuk uang. Besarnya gaji ditentukan melalui 

kesepakatan antara perusahaan dan karyawan atau sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, dan biasanya mencakup pembayaran berdasarkan 

kesepakatan kerja tersebut, termasuk juga tunjangan untuk karyawan dan 

keluarganya (Sumarsono, 2003). 

 

Menurut teori Neo-Klasik, peningkatan upah dapat berdampak negatif terhadap 
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permintaan tenaga kerja karena meningkatkan biaya produksi. Jika kenaikan upah 

tidak disertai dengan kenaikan harga faktor produksi lainnya, perusahaan biasanya 

akan mengurangi jumlah tenaga kerja agar tetap mempertahankan tingkat 

profitabilitasnya. Sebaliknya, teori upah efisiensi berargumen bahwa kenaikan upah 

dapat merangsang produktivitas pekerja melalui peningkatan output, sehingga pada 

akhirnya mempengaruhi kebutuhan terhadap tenaga kerja. (Kuncoro, 2002). Upah 

Minimum Provinsi (UMP) merupakan tingkat upah bulanan terendah yang berlaku 

di seluruh daerah kabupaten atau kota dalam suatu provinsi, yang ditetapkan oleh 

gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan di tingkat provinsi 

ataupun kepala daerah. Penetapan UMP ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan agar tenaga kerja mendapatkan penghasilan yang cukup dan sesuai 

dengan kebutuhan hidup layak. Ketentuan terkait UMP diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperjelas melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur prosedur, rumus, serta 

pertimbangan dalam penetapan upah minimum tahunan. 

2.1.8 Infrastruktur Jalan 

Infrastruktur jalan merupakan faktor penting yang mendukung kemakmuran 

ekonomi suatu daerah. Adanya jalan yang layak dapat mempermudah distribusi 

orang dan barang, mengurangi biaya pengangkutan, serta memungkinkan harga 

yang kompetitif di pasar (Iqbal et al., 2019). Dengan demikian, masyarakat dapat 

menjalankan berbagai aktivitas ekonomi berkat keberadaan infrastruktur seperti 

jalan dan jembatan. Kualitas dan jumlah jalan yang menghubungkan berbagai 

lokasi berpengaruh besar terhadap kelancaran transportasi darat. 

Menurut Andriany et al., (2018), peningkatan infrastruktur jalan oleh pemerintah 

dapat dilakukan melalui dua metode, yakni dengan memperlebar jalan yang sudah 

ada atau membangun jalan baru. Peningkatan infrastruktur jalan ini sangat penting 

dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah, karena distribusi barang, 

jasa, dan manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas jalan yang tersedia. Kondisi 

jalan yang baik memudahkan interaksi antar wilayah, sehingga mobilisasi faktor 

produksi dan hasil produksi menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya dapat 

menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan hasil produksi 

secara keseluruhan. 
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2.1.9 Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak 

memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, 

seperti pangan, sandang, tempat tinggal, air bersih, serta akses terhadap sumber 

daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan kemiskinan bersifat 

global dan memiliki beragam perspektif dalam pemaknaannya, baik secara 

subjektif, komparatif, maupun dari sudut pandang moral dan evaluatif. Dalam 

konteks pembangunan, istilah negara berkembang sering digunakan untuk 

menggambarkan negara-negara yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang 

relatif tinggi. Secara umum, kemiskinan mencerminkan keterbatasan pendapatan 

dan kekayaan yang berbeda-beda antar wilayah, tergantung pada kondisi sosial, 

ekonomi, dan kebijakan yang berlaku. 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, kemiskinan 

relatif, yaitu kondisi ketika seseorang sebenarnya berada di atas garis kemiskinan, 

tetapi tingkat kesejahteraannya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata 

masyarakat di sekitarnya. Kedua, kemiskinan kultural, yang berkaitan dengan pola 

sikap, nilai, atau budaya dalam suatu kelompok yang kurang mendukung 

peningkatan kualitas hidup. Ketiga, kemiskinan absolut, yaitu keadaan ketika 

individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup secara 

layak sehingga berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Menurut 

Todaro (2006), kemiskinan absolut biasanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan 

riil minimum tertentu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dengan 

mempertimbangkan perbedaan harga antar wilayah. 

Secara konseptual, kemiskinan juga dapat dipahami melalui dua pendekatan utama. 

Pertama, pendekatan deskriptif material yang menekankan pada kekurangan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan 

kesehatan. Kedua, pendekatan sosial yang melihat kemiskinan sebagai kondisi 

ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi secara layak dalam kehidupan 

masyarakat, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, serta 

keterlibatan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, 
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kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga 

mencakup keterbatasan dalam berbagai dimensi kehidupan yang memengaruhi 

kualitas hidup manusia secara keseluruhan. 

2.1.10 Rata-rata Lama Sekolah 

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), rata-rata lama sekolah (mean years of 

schooling/MYS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun 

pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. 

Indikator ini mencerminkan akumulasi pengalaman pendidikan masyarakat, baik 

melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan yang relevan. Dalam 

pengukurannya, setiap jenjang pendidikan disetarakan dengan lama waktu tempuh, 

seperti enam tahun untuk lulusan sekolah dasar, sembilan tahun untuk sekolah 

menengah pertama, dan dua belas tahun untuk sekolah menengah atas, tanpa 

memperhitungkan apakah individu pernah mengulang kelas atau tidak. 

Nilai rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan suatu 

daerah, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin baik kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan keterbatasan 

akses dan partisipasi dalam pendidikan. Dalam konteks ketimpangan pendapatan 

antarwilayah, pendidikan memiliki peran penting karena peningkatan lama sekolah 

akan mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, 

sehingga membuka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan melalui program wajib belajar 12 

tahun tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga menjadi salah satu 

instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah. 

2.2 Hubungan Antar Variabel 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

2.2.1 Aglomerasi Industri dengan Ketimpangan Pendapatan 

Aglomerasi secara singkat dapat diartikan sebagai keuntungan efisiensi biaya yang 

diperoleh oleh pelaku ekonomi akibat adanya konsentrasi geografis aktivitas 
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ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Konsentrasi ini umumnya melibatkan 

kumpulan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen yang saling berinteraksi dalam 

ruang yang relatif berdekatan. Keberadaan aglomerasi memungkinkan industri 

menjalankan proses produksinya secara lebih optimal karena adanya penurunan 

biaya, baik dalam hal distribusi, tenaga kerja, maupun akses terhadap input 

produksi lainnya. Selain itu, kedekatan geografis antar pelaku ekonomi juga 

mendorong terjadinya pertukaran informasi, inovasi, serta kolaborasi yang pada 

akhirnya meningkatkan daya saing industri. 

Dalam kerangka teoritisnya, Myrdal menjelaskan bahwa pemusatan aktivitas 

ekonomi di wilayah yang telah berkembang akan memberikan keuntungan yang 

jauh lebih besar bagi daerah tersebut, sementara wilayah yang kurang berkembang 

cenderung tertinggal. Fenomena ini terjadi karena adanya backwash effect, yaitu 

dampak negatif dari pembangunan yang terpusat seperti mengalirnya tenaga kerja, 

modal, dan sumber daya lainnya dari daerah tertinggal ke daerah maju. Hal ini 

menyebabkan daerah yang tertinggal mengalami kehilangan potensi pertumbuhan 

karena sumber dayanya diserap oleh pusat-pusat pertumbuhan. Sementara itu, 

spread effect atau dampak positif yang diharapkan menyebar ke daerah sekitar 

justru sering kali lebih lemah. Akibat ketimpangan pendapatan antarwilayah ini, 

kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal semakin melebar, dan proses 

pembangunan menjadi tidak merata secara spasial. 

Penelitian (Elvia Laili Putri et al., 2025) faktor penyebab kesenjangan pendapatan 

di Pulau Sumatera menunjukkan adanya aglomerasi, yang artinya kegiatan industri 

berkumpul di satu tempat secara signifikan, sehingga memperparah ketimpangan 

pendapatan antarwilayah di pulau tersebut. Aglomerasi berarti berkumpulnya 

berbagai kegiatan industri di satu area tertentu, dan tingkatnya bisa berbeda-beda di 

setiap daerah. Industri yang berkumpul di satu wilayah tertentu bisa membantu 

meningkatkan ekonomi dan menggerakkan pendapatan warga setempat. Namun, di 

sisi lain, situasi ini juga bisa menyebabkan munculnya perbedaan pendapatan yang 

terlihat jelas. Wilayah yang memiliki banyak industri berkumpul biasanya 

mendapatkan penghasilan lebih besar dibandingkan daerah yang belum 

berkembang atau tidak banyak memiliki industri. 
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2.2.2 Upah Minimum Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan 

Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu faktor yang turut berperan dalam 

munculnya ketimpangan pendapatan antarwilayah. Dalam pandangan teori upah 

Neo-Klasik, kondisi ini terjadi karena kenaikan upah minimum cenderung 

menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Akibatnya, 

jumlah pengangguran meningkat, terutama di kalangan pekerja berupah rendah, dan 

hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap melebaranya kesenjangan pendapatan 

di masyarakat.  

Melalui penelitian (Riandi et al., 2020) tentang determinan ketimpangan 

pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera, ditemukan bahwa kemampuan daya 

beli yang berasal dari upah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat 

kesejahteraan individu maupun keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan 

rendah sangat memengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. 

Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah sebesar 

1 persen mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah 

sebesar 0,07 poin. Artinya, kenaikan upah minimum berpotensi memperkecil jarak 

antara pendapatan tinggi dan rendah, sehingga mendorong distribusi pendapatan 

yang lebih merata. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Emilda, 2017) dan 

(Anshari et al., 2018), yang menyatakan bahwa upah menjadi rentan terhadap 

inflasi, terutama jika nilai riil uang terus menurun setiap tahun sementara harga 

barang dan jasa terus naik. Kondisi ini menyebabkan kelompok berpendapatan 

rendah mengalami penurunan daya beli, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi 

tidak terlalu terdampak secara signifikan. Akibatnya, kesenjangan antara si kaya 

dan si miskin pun semakin melebar. 

2.2.3 Infrastruktur Jalan dengan Ketimpangan Pendapatan 

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam menentukan arah 

distribusi kesejahteraan antarwilayah. Selaras dengan Hipotesis U-Terbalik 

Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan, pembangunan infrastruktur cenderung 

terkonsentrasi di wilayah maju sehingga memicu ketimpangan pendapatan 

antarwilayah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hirschman mengenai 
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unbalanced growth, di mana investasi pada Social Overhead Capital (infrastruktur) 

di pusat-pusat pertumbuhan menciptakan tekanan bagi aktivitas produktif lainnya. 

Menurut Todaro (2006), ketersediaan infrastruktur di suatu negara merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi laju dan perluasan pembangunan ekonomi. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan 

infrastruktur akan merata di seluruh wilayah, yang selanjutnya akan mendorong 

pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah. 

Menurut Sukwika, (2018), dalam kajian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia, dijelaskan bahwa disparitas 

ekonomi banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur. 

Semakin besar kesenjangan penyediaan infrastruktur di suatu daerah, maka 

semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah 

tersebut. Sebelumnya, penelitian oleh (Muljono et al., 2010) juga mengkaji dampak 

pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan tenaga kerja, baik dalam satu 

wilayah maupun antarwilayah di Indonesia bagian Barat dan Timur. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berkontribusi 

positif terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja, meskipun besarnya pengaruh 

berbeda antar daerah. Dalam konteks antar wilayah, Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) umumnya merasakan manfaat yang lebih kecil dibandingkan Kawasan Barat 

Indonesia (KBI). 

2.2.4 Tingkat Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan 

Sejalan dengan teori produktivitas marjinal yang dikemukakan oleh David Ricardo, 

perbedaan kemampuan faktor produksi—terutama tenaga kerja—dalam 

menghasilkan output akan memengaruhi tingkat pendapatan yang diterima. Dalam 

praktiknya, kelompok masyarakat miskin sering kali berada dalam kondisi yang 

membatasi peningkatan produktivitasnya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, 

keterbatasan keterampilan, serta minimnya akses terhadap modal dan peluang kerja 

yang layak. Akibatnya, mereka cenderung tetap berada pada pekerjaan dengan 

produktivitas dan upah rendah, sehingga sulit keluar dari jerat kemiskinan. 

Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan sumber daya yang lebih baik memiliki 
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peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh pendapatan 

yang lebih tinggi. 

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya kesenjangan pendapatan 

yang semakin melebar antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya 

mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata, tetapi juga dapat 

menghambat proses pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 

(Wahyudi et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih 

komprehensif dan berpihak pada pemerataan, seperti peningkatan akses terhadap 

pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang produktif. Upaya ini 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kelompok berpendapatan rendah 

sehingga mampu mengurangi ketimpangan dan menciptakan distribusi pendapatan 

yang lebih adil (Romadona et al., 2024) 

2.2.5 Rata-Rata Lama Sekolah dengan Ketimpangan Pendapatan 

Pendidikan merupakan salah satu determinan penting dalam mendorong 

pembangunan ekonomi sekaligus memengaruhi pola distribusi pendapatan. 

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) digunakan untuk menggambarkan tingkat 

pendidikan formal yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Nilai RLS 

yang lebih tinggi umumnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses dan 

partisipasi pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya mencerminkan kualitas 

sumber daya manusia yang lebih unggul. Dalam kaitannya dengan ketimpangan 

pendapatan, pendidikan berperan sebagai sarana untuk memperluas peluang 

ekonomi secara lebih merata. Individu yang menempuh pendidikan lebih lama 

cenderung memiliki keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas yang lebih 

tinggi, sehingga berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih besar. Namun 

demikian, apabila akses terhadap pendidikan tidak merata antar kelompok 

masyarakat, kondisi ini justru dapat memperbesar kesenjangan pendapatan, karena 

hanya sebagian kelompok yang mampu meningkatkan kualitas dirinya melalui 

pendidikan, sementara kelompok lainnya tertinggal. 

Berdasarkan (S. Dai et al., 2023), rata-rata lama sekolah ditemukan memiliki 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 



35 
 

 

 
 

antarwilayah di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia selama 

periode 2010–2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat 

pendidikan belum sepenuhnya mampu menekan ketimpangan pendapatan 

antarwilayah secara nyata di kedua kawasan tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan 

oleh masih terbatasnya akses pendidikan bagi sebagian masyarakat, terutama yang 

berada di wilayah terpencil dan tertinggal. Kelompok masyarakat ini umumnya 

hanya mampu menempuh pendidikan dalam durasi yang relatif rendah, sementara 

masyarakat di daerah yang lebih maju memiliki kesempatan yang lebih luas untuk 

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Perbedaan akses dan kualitas pendidikan 

ini pada akhirnya menimbulkan kesenjangan pendidikan, yang turut berkontribusi 

terhadap belum meratanya distribusi pendapatan di Indonesia. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

1 Penelitian (Siregar, 2024) 

menggunakan metode 

analisis deskriptif dan 

regresi data panel. Data 

yang digunakan adalah 

data sekunder dari 10 

provinsi di Pulau 

Sumatera selama periode 

2018-2022. 

Variabel Y (Dependen): 

Ketimpangan Pendapatan 

(diukur dengan Gini Ratio). 

Variabel X (Independen): 

1. Produk Domestik 

Regional Bruto 

(PDRB). 

2. Populasi (Jumlah 

Penduduk). 

3. Inflasi. 

4. Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM). 

5. Indeks 

Pembangunan 

Teknologi Informasi 

Secara simultan, seluruh 

variabel independen 

(PDRB, jumlah 

penduduk, inflasi, IPM, 

dan IP-TIK) terbukti 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di Pulau 

Sumatera. Namun, 

secara parsial hanya 

PDRB yang 

menunjukkan pengaruh 

positif dan signifikan, 

serta Indeks 

Pembangunan TIK yang 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

dan Komunikasi 

(IP-TIK). 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

ketimpangan tersebut. 

Sementara itu, variabel 

populasi cenderung 

berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan, 

sedangkan inflasi dan 

IPM memiliki arah 

pengaruh negatif namun 

juga tidak signifikan. 

2 Penelitian (Zusanti et al., 

2020) Data yang 

digunakan adalah data 

sekunder gabungan dari 

time series (2010-2018) 

dan cross section (6 

Provinsi di Pulau Jawa) 

yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS). 

 

Variabel Y (Dependen): 

Ketimpangan Wilayah 

(diukur dengan Indeks 

Williamson) 

Variabel X (Independen): 

1. Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM)  

2. Pertumbuhan 

Ekonomi  

3. Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

 

Secara keseluruhan, 

IPM, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan TPT 

terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketimpangan wilayah di 

Pulau Jawa. Peningkatan 

IPM dapat menurunkan 

ketimpangan 

,sebaliknya kenaikan 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka justru 

memperburuk 

ketimpangan. Sementara 

itu, pertumbuhan 

ekonomi ditemukan 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

3 Penelitian (Simalango & 

Sri Setiawati, 2024)  di 

Variabel Y (Dependen): 

Ketimpangan Pendapatan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

Kawasan 

Gerbangkertosusila 

selama periode 2013-

2022.  

(diukur dengan Indeks 

Gini). 

Variabel X (Independen): 

1. Pertumbuhan 

Ekonomi. 

2. Aglomerasi. 

3. Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka. 

 

secara bersama-sama, 

pertumbuhan ekonomi, 

aglomerasi, dan tingkat 

pengangguran terbuka 

berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan 

pendapatan di Kawasan 

Gerbangkertosusila. 

Namun, secara parsial, 

hanya Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

yang terbukti memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan, yang berarti 

kenaikan pengangguran 

akan memperburuk 

ketimpangan 

pendapatan. Sementara 

itu, variabel 

pertumbuhan ekonomi 

dan aglomerasi 

ditemukan tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di wilayah 

tersebut selama periode 

2013-2022. 

4 Penelitian (Hakim et al., 

2024) menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

Variabel Y (Dependen): 

Ketimpangan 

Secara bersama-sama, 

semua variabel 

independen terbukti 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

dengan analisis Indeks 

Williamson (IW) untuk 

mengukur ketimpangan 

dan analisis regresi data 

panel. Data yang dianalisis 

mencakup 8 kota di 

Sumatera Utara selama 

periode 2011-2023.  

Pembangunan (Indeks 

Williamson). 

Variabel X (Independen):  

1. Pertumbuhan 

Ekonomi 

2. Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM), 

3. Aglomerasi 

4. Belanja Modal 

Pemerintah Daerah. 

 

berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan 

pembangunan. Namun, 

jika dianalisis secara 

parsial, hanya Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM) dan Aglomerasi 

yang menunjukkan 

pengaruh positif dan 

signifikan, di mana 

aglomerasi menjadi 

faktor yang paling 

dominan dalam 

memperlebar 

kesenjangan. Sementara 

itu, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Belanja 

Modal Pemerintah 

ditemukan tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

Pembangunan. 

5 Penelitian (Waluyaningsih 

& Setiawan, 2020) 

menggunakan empat 

metode analisis kuantitatif 

untuk mengolah data 

sekunder dari BPS periode 

2008-2017. Metode 

pertama adalah Indeks 

Variabel Y (Dependen): 

Ketimpangan Pendapatan 

(diukur dengan Indeks 

Williamson). 

Variabel X (Independen): 

 

1. PDRB Per Kapita: 

Digunakan sebagai 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kawasan 

Barlingmascakeb 

mengalami tingkat 

ketimpangan 

pendapatan tertinggi 

(Indeks Williamson rata-
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

Williamson untuk 

mengukur tingkat 

ketimpangan pendapatan 

antarwilayah. Kedua, 

Tipologi Klassen 

digunakan untuk 

mengklasifikasikan 

kabupaten/kota ke dalam 

empat kuadran 

pembangunan (maju, maju 

tertekan, berkembang, 

tertinggal)  

indikator utama 

untuk mengukur 

pendapatan dan 

kesejahteraan di 

masing-masing 

kabupaten/kota. 

2. Jumlah Penduduk: 

Digunakan dalam 

formula Indeks 

Williamson untuk 

pembobotan. 

3. Pertumbuhan 

Ekonomi: Diukur 

dari laju 

pertumbuhan PDRB 

tahunan di setiap 

wilayah. 

rata 0,75), sedangkan 

Subosukawonosraten 

menjadi yang paling 

merata (IW=0,37). Uji 

Kausalitas Granger 

hanya menemukan 

adanya hubungan sebab-

akibat dua arah antara 

pertumbuhan ekonomi 

dan ketimpangan di 

kawasan Kedungsepur. 

Selain itu, Hipotesis 

Kuznets yang 

membentuk kurva "U 

terbalik" hanya terbukti 

berlaku di kawasan 

Subosukawonosraten, 

yang mengindikasikan 

bahwa setelah mencapai 

tingkat pembangunan 

tertentu, ketimpangan di 

wilayah tersebut mulai 

menurun 

6 Penelitian (Anshari et al., 

2018) menganalisis data 

sekunder dari seluruh 

provinsi di Indonesia 

selama periode 2012-

2017. 

Variabel dependen 

(Variabel Y) :Ketimpangan 

Pendapatan, (yang diukur 

menggunakan Indeks Gini).  

Variabel independen 

(Variabel X) terdiri dari tiga 

faktor, yaitu:  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pendidikan berpengaruh 

negatif namun tidak 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. Upah 

Minimum Provinsi 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

1. Pendidikan 

(diukur dari rata-

rata lama sekolah),  

2. Upah Minimum 

Provinsi,  

3. Belanja Modal 

pemerintah daerah. 

ditemukan berpengaruh 

negatif dan signifikan, 

yang artinya kenaikan 

upah minimum dapat 

menurunkan 

ketimpangan 

pendapatan. Sebaliknya, 

Belanja Modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan, yang 

mengindikasikan bahwa 

peningkatan belanja 

modal justru 

memperlebar 

ketimpangan 

pendapatan, diduga 

karena alokasinya yang 

tidak merata antar 

wilayah. Secara 

bersama-sama, ketiga 

variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di Indone 

7 Penelitian (S. Dai et al., 

2023), selama periode 

2010–2020. Unit analisis 

dalam penelitian ini 

mencakup 34 provinsi 

yang terbagi ke dalam 

Variabel Dependen (Y): 

Ketimpangan distribusi 

pendapatan (Gini Ratio) 

Variabel Independen (X): 

Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengeluaran perkapita 

dan umur harapan hidup 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

Kawasan Barat Indonesia 

(KBI) dan Kawasan Timur 

Indonesia (KTI).  

Pengeluaran Perkapita (PP) 

Umur Harapan Hidup 

(UHH) 

Tingkat Kemiskinan (PM) 

ketimpangan 

pendapatan, sedangkan 

rata-rata lama sekolah 

berpengaruh positif 

tidak signifikan dan 

kemiskinan berpengaruh 

negatif tidak signifikan.  

8 Penelitian (Mardhian et 

al., 2023) menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

deskriptif dengan tiga alat 

analisis untuk data periode 

2013-2020. Indeks 

Williamson (IW) 

digunakan untuk 

mengukur tingkat 

ketimpangan ekonomi 

antarprovinsi. Location 

Quotient (LQ) diterapkan 

untuk mengidentifikasi 

sektor ekonomi unggulan 

(basis). Terakhir, Dynamic 

Location Quotient (DLQ) 

digunakan untuk 

menganalisis prospek 

pertumbuhan sektor 

ekonomi di masa 

mendatang 

Penelitian ini tidak 

menggunakan format 

variabel dependen (Y) dan 

independen (X) secara 

regresi. Variabel atau 

indikator utama yang 

dianalisis adalah Tingkat 

Ketimpangan Wilayah 

(diukur dengan IW), Sektor 

Ekonomi Unggulan 

(diidentifikasi dengan LQ), 

dan Sektor Ekonomi 

Prospektif (diidentifikasi 

dengan DLQ). 

 

Analisis IW 

menunjukkan bahwa 

dari 10 provinsi di 

Sumatera, Provinsi 

Sumatera Selatan 

mengalami ketimpangan 

kategori tinggi, empat 

provinsi berkategori 

sedang, dan lima 

provinsi berkategori 

rendah. Analisis LQ 

mengidentifikasi Sektor 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan serta 

Sektor Pertambangan 

dan Penggalian sebagai 

sektor unggulan utama 

di Sumatera. 

Berdasarkan analisis 

DLQ, sektor yang paling 

prospektif untuk 

dikembangkan di masa 

depan adalah Pengadaan 

Listrik dan Gas serta 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

Perdagangan Besar dan 

Eceran. 

9 Penelitian (Supriyanto & 

Utomo, 

2024)menggunakan data 

time series dari tahun 

2018-2022 dan data cross 

section dari 17 provinsi di 

Pulau Sumatera, Jawa, dan 

Bali.  

Variabel dependen (Y): 

Ketimpangan Pendapatan, 

yang diukur menggunakan 

Rasio Gini. Variabel 

independen (X): 

1. Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

2. Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 

3. Dana Bagi Hasil 

(DBH) 

4. Foreign Direct 

Investment (FDI) 

5. Tingkat 

Pengangguran 

(Employment) 

6.  Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 

7. dan Indeks Inklusi 

Keuangan (IIK). 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Foreign Direct 

Investment (FDI) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

pendapatan, yang berarti 

peningkatan investasi 

asing justru cenderung 

memperlebar 

ketimpangan. 

Sebaliknya, Upah 

Minimum Provinsi 

(UMP) ditemukan 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan, 

yang artinya kenaikan 

UMP dapat mengurangi 

ketimpangan 

pendapatan dengan 

meningkatkan daya beli 

rumah tangga 

berpenghasilan rendah. 

Variabel lainnya, yaitu 

Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana 

Bagi Hasil (DBH), 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

Tingkat Pengangguran, 

dan Indeks Inklusi 

Keuangan, tidak 

ditemukan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. Selain itu, 

studi ini 

mengidentifikasi 

Provinsi DI Yogyakarta 

sebagai wilayah dengan 

tingkat ketimpangan 

tertinggi, sementara 

Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 

memiliki tingkat 

ketimpangan terendah 

selama periode 

penelitian. 

10 Penelitian Sukwika, 

(2018) menggunakan 

metode Indeks 

Williamson, Tipologi 

Klassen, serta analisis 

korelasi dan regresi. Data 

yang digunakan mencakup 

seluruh provinsi di 

Indonesia selama periode 

2011-2015 untuk ekonomi 

Variabel Y (Dependen): 

Ketimpangan Ekonomi 

antarwilayah yang diukur 

dengan Indeks Williamson. 

Variabel X (Independen): 

Kesenjangan pembangunan 

infrastruktur yang meliputi:  

1. Panjang Jalan.  

2. Jumlah Pelanggan Air 

Bersih.  

3. Luas Irigasi 

Terdapat kesenjangan 

ekonomi (PDRB per 

kapita) yang cukup 

tinggi antarprovinsi di 

Indonesia dengan nilai 

Indeks Williamson 

berkisar 0,7. Hasil 

analisis menunjukkan 

adanya korelasi positif 

antara kesenjangan 

ekonomi dan 
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No Metode  Variabel Hasil Penelitian 

dan 2010-2014 untuk 

infrastruktur. 

 kesenjangan 

infrastruktur (terutama 

jalan dan air bersih). 

Artinya, semakin tinggi 

ketimpangan 

infrastruktur, semakin 

tinggi pula ketimpangan 

ekonomi di suatu 

wilayah. Analisis 

Tipologi Klassen 

menunjukkan bahwa 

sebagian besar provinsi 

masih berada di Kuadran 

II (belum maju tapi 

berkembang cepat) dan 

Kuadran III (relatif 

tertinggal). 
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2.4 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

1. Diduga Aglomerasi industri Berpengaruh positif terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera pada periode 

2014-2024. 

2. Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera pada periode 

2014-2024. 

3. Diduga Infrastruktur Jalan Berpengaruh negatif terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera pada periode 

2014-2024. 

1. Meningkatnya  Tingkat 

Aglomerasi Industri, Upah 

Minimum Provinsi, 

Infratsruktur Jalan, 

Tingkat Kemiskinan dan 

Rata-Rata Lama Sekolah 

di Pulau Sumatera. 

2. Ketimpangan antar 

Provinsi di Pulau 

Sumatera terus meningkat. 

Ketimpangan Pendapatan 

Teori Ketimpangan 

1. Hipotesis Kuznet. 

2. Teori Polarisasi Hirchman 

3. Teori Ketimpangan 

Myrdal. 

Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar 

Provinsi di Pulau Sumatera. 

1. Indeks Williamson. 

2. Regresi Data Panel. 
Variabel 

1. Berpengaruh (+/-). 

2. Tidak berpengaruh. 



46 
 

 

 
 

4. Diduga Kemiskinan Berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan 

pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera pada periode 2014-2024. 

5. Diduga Rata-rata Lama Sekolah Berpengaruh negatif terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera pada periode 

2014-2024. 

.    
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 

2020), Pendekatan kuantitatif adalah cara untuk menganalisis hubungan antara 

variabel yang dipengaruhi dengan variabel yang mempengaruhi, menggunakan 

metode statistik yang didasarkan pada pandangan positivisme. Pendekatan ini 

dilakukan dengan cara terstruktur, mengandalkan data yang benar-benar ada dan 

sesuai dengan karakteristik objek atau kelompok yang diteliti, bertujuan untuk 

membuktikan teori dan asumsi yang telah disusun oleh peneliti. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui tingkat perbedaan 

pendapatan antar provinsi dan menganalisis pengaruh beberapa faktor seperti 

konsentrasi industri, upah minimum di setiap provinsi, tingkat kemiskinan, kondisi 

jalan raya, serta rata-rata lama pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan 

antarwilayah di Pulau Sumatera pada masa 2014 hingga 2024. Sementara itu, 

pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan data variabel yang telah 

dikumpulkan serta hasil estimasi yang menunjukkan bagaimana pengaruh dari 

setiap variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau 

Sumatera selama periode 2014 hingga 2024. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang sudah dikumpulkan dan 

dipublikasikan oleh lembaga resmi pemerintah maupun instansi terkait, seperti 

Badan Pusat Statistik dan Open Data Penerangan Umum. Data yang digunakan 

bersifat kuantitatif dan diperoleh secara tahunan, meliputi satu variabel dependen 

dan lima variabel independen yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Tabel 3. 1 Variabel Yang Dipakai 



48 
 

 

 
 

Variabel  Satuan Sumber 

Ketimpangan Pendapatan (Y) Indeks (0-1) BPS 

Aglomerasi Industri (X1) Indeks (0-1) BPS 

Upah Minimum Provinsi (X2) Persen % BPS 

Tingkat Kemiskinan (X3) Persen % BPS 

Infrastruktur Jalan (X4) Persen & BPS 

Rata-Rata Lama Sekolah (X5) Persen % 

Open Data 

PU 

3.3 Definsi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel yang meliputi lima variabel independen 

yang terdiri dari aglomerasi industri (X1), Upah Minimum Provinsi (X2), 

Infratruktur Jalan (X3), Tingkat Kemiskinan (X4), dan Rata-Rata Lama Sekolah 

(X5) serta satu variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y) dengan 

menggunakan indeks Williamson. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, definisi 

operasional dan satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan 

sebagai berikut: 

3.3.1 Aglomerasi Industri (X1) 

Aglomerasi industri merepresentasikan tingkat konsentrasi industri di suatu daerah. 

Dalam penelitian ini, variabel aglomerasi industri diukur dengan proporsi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan di Provinsi 

dibandingkan dengan PDB sektor industri pengolahan/manufaktur secara 

keseluruhan (Bonet, 2006). Semakin besar nilai aglomerasi industri yang diperoleh, 

maka semakin tinggi tingkat pemusatan aktivitas industri di provinsi tersebut, yang 

menunjukkan bahwa peran sektor industri pengolahan di wilayah tersebut relatif 

lebih dominan dibandingkan wilayah lain. 

 Persamaan yang dapat digunakan adalah: 

 

𝐴𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 =
PDRB Sektor Industri Manufaktur 

PDB Sektor Indsutri Manuafaktur Nasional
 

Dengan : 

PDRBi : Produk Domestik Regional Bruto Sektor Manufaktur Provinsi 

PDRB : Produk Domestik Bruto Sektor Manufaktur Nasional 
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Dengan sumber data Badan Pusat Statistik periode tahun 2020-2024. 

3.3.2 Upah Minimum Provinsi (X2) 

Upah adalah balasan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, sedangkan 

Upah Minimum Provinsi adalah batas upah yang ditentukan dan diatur setiap tahun 

oleh Pemerintah Provinsi. Variabel upah minimum provinsi disajikan dalam satuan 

rupiah, dan data tersebut diperoleh melalui pendekatan penelitian dari Badan Pusat 

Statistik untuk periode tahun 2014 hingga 2024. 

3.3.3 Infrastruktur Jalan (X3) 

Variabel infrastruktur jalan dalam studi ini direpresentasikan melalui total panjang 

jalan Provinsi di Pulau Sumater yang memenuhi kategori kondisi(kualitas (Baik). 

Mengacu pada rentang periode 2014-2024, data yang bersumber dari Open Data 

PU ini diukur dalam satuan kilometer persen (%). 

3.3.4 Kemiskinan  (X4) 

Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang atau keluarga tidak bisa memenuhi 

kebutuhan pokok, seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Variabel kemiskinan 

dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase jumlah penduduk yang termasuk 

dalam kategori miskin. Data yang digunakan didapat dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan dinyatakan dalam bentuk persen (%), dengan jangka waktu observasi 

dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Persentase penduduk yang tinggal di bawah 

garis kemiskinan nasional dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang berada 

di bawah garis tersebut dengan total penduduk pada periode tertentu, lalu hasilnya 

dinyatakan dalam bentuk persen (%). Garis kemiskinan sendiri merupakan angka 

rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu 

kebutuhan makanan setara dengan 2100 kKalori per kapita per hari dan kebutuhan 

selain makanan. 

3.3.5 Rata-rata Lama Sekolah (X5) 

Indikator rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan 

masyarakat, yaitu rata-rata tahun yang telah dihabiskan penduduk dalam mengikuti 

pendidikan formal. Variabel ini dinyatakan dalam satuan tahun. Dalam penelitian 

ini, data rata-rata lama sekolah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

berdasarkan pengamatan pada tahun 2016 hingga 2024. 
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3.3.6 Ketimpangan Pendapatan (Y) 

Tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah diwakili oleh Indeks Williamson 

(Willliamson, 1965). Indeks Williamson ini dapat dipakai untuk mengukur tingkat 

ketimpangan pendapatan antar provinsi dengan menggunakan rumus: 

 

𝑰𝑾 =  √
∑(𝒚𝒊 − 𝒚̅)𝟐(

𝒇𝒊
𝒏)

𝒚 
 

Keterangan:  

𝑦𝑖 = PDRB perkapita provinsi i  

𝑦  = PDRB perkapita rata-rata seluruh provinsi 

𝑓𝑖 = Jumlah penduduk provinsi i 

𝑛 = Jumlah penduduk seluruh provinsi 

 

Indeks Ketimpangan Williamson memiliki rentang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). 

Jika nilai indeks untuk masing-masing provinsi di Pulau Sumatera mendekati 0, hal 

ini mengindikasikan rendahnya ketimpangan pendapatan antarwilayah atau 

pertumbuhan ekonomi yang merata antarprovinsi. Sebaliknya, jika nilai indeks 

mendekati 1, maka menunjukkan tingginya ketimpangan pembangunan, yang 

berarti pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata. 

 

3.4 Populasi Penelitian  

Populasi adalah semua data yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Sementara itu, sampel adalah bagian kecil dari seluruh 

kelompok yang digunakan untuk mewakili seluruh kelompok tersebut. Penelitian 

ini menggunakan data dari seluruh wilayah di Pulau Sumatera selama tahun 2014 

hingga 2024, yang mencakup informasi mengenai aglomerasi industri, tingkat 

kemiskinan, infrastruktur, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, serta 

Indeks Williamson. Sementara itu, sampel yang digunakan adalah data tentang 

pengelompokan industri, tingkat kemiskinan, kondisi jalan infrastruktur, tingkat 

pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan Indeks Williamson di setiap 

provinsi di Pulau Sumatera pada periode yang sama. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui metode dokumentasi dari 

sumber pertama, sehingga diperoleh data sekunder. Data tersebut berupa publikasi 

dari Badan Pusat Statistik yang mencakup periode 2014-2024. Metode dokumentasi 

atau studi dokumenter ini mengumpulkan data melalui berbagai catatan tertulis 

seperti arsip, dokumen, surat-surat, buku-buku, serta berbagai materi lain yang 

berkaitan dengan topik penelitian (Soesana et al., 2023) dengan mengakses data 

dari situs web masing masing provinsi. Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : aglomerasi industri, kemiskinian, infrastruktur jalan, tingkat 

pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah dan indeks williamson di masing-

masing provinsi di Pulau Sumatera. 

3.6 Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif serta regresi berbasis 

data panel. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera secara umum. Sementara 

itu, analisis regresi data panel diterapkan untuk meneliti pengaruh variabel bebas 

seperti aglomerasi industri, tingkat kemiskinan, infrastruktur jalan, tingkat 

pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah terhadap variabel terikatnya, 

yaitu ketimpangan pendapatan antarwilayah. Data panel sendiri merupakan 

kombinasi data lintas individu (cross section) dan data berurutan waktu (time 

series). Rumus model regresi pada data panel menggambarkan hubungan antara 

variabel-variabel ini secara gabungan dari aspek lintas wilayah maupun periode 

waktu. 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊 + 𝝁𝒊; ;  𝒊 =  𝟏, 𝟐, … , 𝒏 

Dimana  

n = Jumlah data cross section 

Sedangkan model time series dalam data panel dapat dituliskan sebagai: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒕 + 𝝁𝒕; ;  𝒊 =  𝟏, 𝟐, … , 𝒕 

Dimana  
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t = Jumlah data time series 

Menurut Agus Widarjono (2009) dalam (Basuki & Prawoto, 2023), Penggunaan 

data panel dalam suatu observasi memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, 

karena data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross 

section, hal ini dapat menyediakan jumlah data yang lebih banyak, sehingga 

meningkatkan derajat kebebasan (degree of freedom) dalam analisis. Kedua, 

kombinasi informasi dari data time series dan cross section dapat membantu 

mengatasi masalah yang muncul akibat variabel yang tidak diamati (omitted 

variables) yang hilang atau terabaikan, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat 

dan reliabel. 

3.6.1 Regresi Linear Berganda 

Penelitian mengenai pengaruh aglomerasi industri, upah minimum provinsi, 

infrastruktur jalan, tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah terhadap 

ketimpangan pendapatan antarwilayah menggunakan  data panel yang merupakan 

gabungan dari data cross dengan data time series pada periode 2014-2024 sehingga 

menghasilkan 110 observasi dengan menggunakan program stata 17. 

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

𝒀𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝒙𝟏 +  𝜷𝟐𝒙𝟐 + 𝜷𝟑𝒙𝟑 + 𝜷𝟒𝒙𝟒 + 𝜷𝟓𝒙𝟓 +  𝜺𝒊𝒕 

Merujuk pada model ini, persamaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

pengaruh variabel-variabel aglomerasi industri, kemiskinian, infrastruktur jalan, 

tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan 

pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera menggunakan indeks Williamson 

sebagai variabel terikat, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut : 

𝑰𝑾𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑨𝑮𝑳𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝑼𝑴𝑷𝒊𝒕 +  𝜷𝟑𝑰𝑵𝑭𝒊𝒕 +  𝜷𝟒𝑷𝑶𝑽𝑬𝑹𝑻𝒊𝒕

+ 𝜷𝟓𝑹𝑳𝑺 + 𝜺𝒊𝒕 

Keterangan: 

IW = Ketimpangan Pendapatan antar 

Provinsi 
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AGL = Aglomerasi Industri 

UMP = Upah Minimum Provinsi  

INF = Infratsruktur Jalan 

POVERT = Tingkat Kemiskinan 

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah 

𝜀 = Error Term 

𝑖 = Wilayah 

𝑡 = Periode 

 

3.6.2 Metode Estimasi Data Panel 

Analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan model yang paling 

mudah, yaitu model efek tetap umum. Untuk memperkirakan parameter tersebut, 

digunakan pendekatan berdasarkan asumsi pertama dalam analisis regresi data 

panel, yaitu metode Ordinary Least Square (OLS). Model efek tetap umum 

menyatakan bahwa nilai intercept dan koefisien slope tetap dan tidak berubah baik 

dalam periode waktu yang berbeda maupun antar individu. Karena asumsi ini, 

model tersebut kurang mampu mengenali perbedaan atau variasi antar individu 

karena semua dianggap memiliki sifat yang sama. (Mobonggi et al., 2022).  

Terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan model regresi 

data panel, menurut (Basuki, A. T., & Yuliadi, 2015), sebagai berikut: 

1. Common Effect Model 

Model CEM atau Common Effect Model adalah model yang mudah digunakan 

dalam menganalisis data panel. Model ini hanya menggabungkan data berbentuk 

deret waktu dan data cross-section tanpa memperhatikan perbedaan antar individu 

atau perbedaan dalam waktu secara khusus. Model ini didasarkan pada asumsi 

bahwa perilaku setiap orang tidak berubah seiring waktu. Dalam menaksir 

modelnya, metode Ordinary Least Squares (OLS) diaplikasikan. Asumsi yang harus 

terpenuhi mencakup bahwa rata-rata error bernilai nol, tidak adanya autokorelasi 

dalam error, tidak adanya heteroskedastisitas, serta tidak adanya korelasi antara 

error dan variabel independen. 
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𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + ∑𝜷𝒌𝑿𝒌𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕

𝒏

𝒌=𝟏

 

 di mana: 

 

 

 

 

 

Berikut adalah prosedur pengujiannya: 

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen 

dan variabel dependen. 

H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

Apabila p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka H0 

ditolak, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

2. Fixed Effect Model 

Model Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang menganggap bahwa 

setiap individu memiliki perbedaan yang unik, yang digambarkan melalui 

perbedaan pada intersepnya. Sementara itu, koefisien slope tetap sama di semua 

objek. Dalam analisis data panel, model ini menggunakan teknik variabel dummy 

untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Perbedaan antara individu-individu 

biasanya disebabkan oleh faktor manajerial, budaya kerja, serta insentif di dalam 

perusahaan. Model FEM ini sering dikenal juga dengan sebutan teknik Least 

Squares Dummy Variable (LSDV), yang digunakan untuk mengestimasi parameter 

regresi linier melalui metode kuadrat terkecil. Persamaan regresi yang digunakan 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

𝑌𝑖𝑡 = variabel dependen data panel 

𝛽0 = intercept umum 

𝛽𝑘 = slope 

𝑖 = Banyaknya unit observasi 

𝑡  Banyaknya Waktu 

𝑛  Banyaknya variabel bebas (1, 2, 3,...k) 

𝜀𝑖𝑡 = error term 
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𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑𝜷𝒌𝑿𝒌𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕

𝒏

𝒌=𝟏

 

di mana: 

 

Prosedur pengujian tersebut meliputi: 

H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

H1: Ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

Jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka H0 

ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen 

dan variabel dependen. 

3. Random Effect Model 

Model Random Effect Model (REM) berasumsi bahwa variabel error mungkin 

berkaitan dengan individu dari waktu ke waktu. Perbedaan pada intersep di setiap 

individu dikompensasi dengan adanya istilah error khusus untuk masing-masing 

individu dalam model ini. Model ini memiliki kemampuan untuk mengatasi 

masalah heteroskedastisitas. Untuk memperkirakan parameter pada model ini, 

digunakan teknik Error Component Model (ECM) atau Generalized Least Squares 

(GLS), yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah kuadrat galat agar kesalahan 

dalam model dapat dikurangi secara optimal. 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + ∑𝜷𝒌𝑿𝒌𝒊𝒕 +

𝒏

𝒌=𝟏

 𝒖𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 

𝑌𝑖𝑡 = variabel dependen data panel 

𝛼𝑖 = intercept khusus untuk unit  (mewakili efek tetap/unit-specific effect) 

𝛽𝑘 = koefisien variabel independen 𝑘 

𝑋𝑘𝑖𝑡 = variabel independen ke-𝑘 untuk unit 𝑖  pada waktu 𝑡 

𝜀𝑖𝑡 = error term 
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di mana: 

𝑢𝑖 = error komponen yang terkait dengan unit 𝑖 

𝜀𝑖𝑡 = error idiosinkratik. 

Model ini biasanya diestimasi menggunakan Generalized Least Squares 

 

3.6.3 Penentuan Model 

Menurut Basuki, A. T., & Yuliadi, (2015), proses pengujian dilakukan untuk 

menentukan model yang paling sesuai, sebagai berikut: 

1. Uji Chow (Likelihood) 

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara Fixed 

Effect Model (FEM) dan Common Effect Model (Pool OLS) dalam analisis data 

panel. Hasil uji ini didasarkan pada probabilitas F- statistik (Prob. Cross-section F) 

dan tingkat signifikansi 0,05. 

Keputusan pengujian adalah sebagai berikut:  

a. Jika Prob. Cross-section F > 0,05, maka H0 diterima dan model yang digunakan 

adalah Common Effect Model (Pool OLS).  

b. Jika Prob. Cross-section F < 0,05, maka H0 ditolak dan model yang lebih cocok 

digunakan adalah Fixed Effect Model. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara Fixed 

Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dalam analisis data panel. 

Berdasarkan hasil uji ini, pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan nilai P-value Chi-Square terhadap tingkat signifikansi sebesar 

0,05. 

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

a. Apabila P-value Chi-Square > 0,05, maka Hipotesis Nol (H0) diterima dan model 

yang dipilih adalah Random Effect Model.  
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b. Jika P-value Chi-Square < 0,05, maka H0 ditolak dan model yang lebih layak 

digunakan adalah Fixed Effect Model. 

3. Uji langrange Multilple 

Penggunaan Uji Lagrange Multiplier dilakukan apabila terdapat kecurigaan 

terhadap keberadaan variasi error yang tidak homogen dalam model. Hasil dari Uji 

Lagrange Multiplier ini digunakan untuk memutuskan model mana yang paling 

cocok antara Random Effect Model dan Common Effect Model dalam analisis 

regresi data panel. 

Keputusan dalam Uji Hausman diambil berdasarkan perbandingan antara P-value 

Chi Square dan batas kritis (critical value). Ketentuan yang berlaku adalah sebagai 

berikut: 

a. Apabila P-value Chi Square ≥ 0,05, maka H0 diterima dan model yang digunakan 

adalah Common Effect Model untuk regresi data panel.  

b. Jika P-value Chi Square < 0,05, maka H0 ditolak dan model yang dipilih adalah 

Random Effect Model untuk regresi data panel. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penerapan model Ordinary Least Squares (OLS), tidak seluruh pengujian 

asumsi klasik wajib dilakukan. Pengujian linearitas umumnya tidak dilakukan pada 

model regresi linier karena hubungan antarvariabel sejak awal telah diasumsikan 

bersifat linear. Uji normalitas residual juga bukan merupakan syarat agar estimator 

OLS memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga sebagian 

literatur menyatakan bahwa pengujian ini tidak bersifat wajib. Uji autokorelasi pada 

umumnya relevan untuk data runtut waktu (time series), sedangkan pada data cross 

section masalah ini relatif jarang terjadi. Selanjutnya, apabila model regresi 

menggunakan dua atau lebih variabel independen, maka pengujian 

multikolinearitas perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya hubungan linear 

yang kuat antarvariabel bebas. Sementara itu, heteroskedastisitas lebih sering 

dijumpai pada data cross section akibat adanya perbedaan karakteristik antarunit 

observasi (Basuki, 2017). 
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1. Uji Normalitas 

Normalitas terpenuhi apabila distribusi error dalam suatu persamaan menyebar 

secara seimbang. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa pengaruh variabel 

independen dapat diuji secara tepat dan signifikan. Salah satu cara yang digunakan 

adalah Skewness & Kurtosis, yaitu dengan membandingkan nilai P-value JB 

dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Jika P-value lebih besar dari tingkat 

signifikansi (misalnya 0,05), maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, 

jika P-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka data tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi ketika variabel independen saling berkorelasi 

atau dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen lainnya. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang kuat antar 

variabel bebas dalam model regresi. Jika terdapat korelasi yang tinggi, maka model 

mengalami masalah multikolinearitas. Berdasarkan Ghozali (2013), 

multikolinearitas dapat dideteksi melalui matriks korelasi antar variabel 

independen. Apabila nilai korelasi melebihi 0,9, maka indikasi terjadinya 

multikolinearitas tergolong kuat.. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi 

dan menangani multikolinearitas agar model regresi yang digunakan menjadi valid 

dan dapat diandalkan. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi ketika model memiliki nilai error yang tidak konsisten. 

Agar model yang baik, harus memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti 

nilai error yang dimiliki harus seragam. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah White 

Heteroskedasticity Test. Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar dari 0,05, 

maka model bebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk model yang mengalami 

heteroskedastisitas, Generalized Least Square (GLS) Cross-section Weight dapat 

digunakan sebagai remedial. 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual tetap 

atau konstan, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah model yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga tidak 

mengalami masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Heteroskedastisitas umumnya muncul pada data cross section, dan karena data 

panel memiliki karakteristik yang lebih mendekati data cross section dibandingkan 

data time series, maka potensi terjadinya heteroskedastisitas tetap ada. Namun, 

dalam metode Generalized Least Square (GLS), permasalahan heteroskedastisitas 

telah diperhitungkan di dalam proses estimasi, serta diasumsikan tidak terdapat 

korelasi antar unit cross section (Basuki, A. T., & Yuliadi, 2015). Oleh karena itu, 

apabila model yang digunakan adalah Random Effect yang diestimasi dengan GLS, 

maka pengujian heteroskedastisitas tidak lagi menjadi keharusan. 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya keterkaitan antara observasi yang berurutan 

dalam sebuah rangkaian data. Jika model mengalami autokorelasi, maka hasil 

perkiraan parameter bisa menjadi tidak akurat dan kesalahan (varians) tidak lagi 

terbaik, sehingga model tidak berfungsi secara efisien. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui apakah ada autokorelasi dalam model, digunakan uji Lagrange 

Multiplier (LM). 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Uji kriteria statistik digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil perhitungan dan analisis 

statistik yang telah dilakukan. Pengujian ini melibatkan analisis dampak baik secara 

terpisah maupun bersamaan dari variabel-variabel independen. Berikut adalah uji 

yang dapat dilakukan: 

1. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk memahami pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara terpisah. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas t-hitung dengan tingkat signifikansi. Dalam 
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penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 persen, yaitu 0,05. Jika 

nilai probabilitas t-hitung lebih kecil dari 0,05 (t-hitung < 0,05), maka variabel 

independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Jika 

tidak, maka variabel independen tersebut dianggap tidak signifikan secara statistik 

dan tidak memberikan pengaruh yang cukup terhadap variabel dependen, sehingga 

bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan dari model atau dikaji ulang lagi. 

Pengujian ini penting karena membantu dalam menentukan variabel mana yang 

paling berpengaruh dan perlu dipertahankan dalam model regresi (Basuki & 

Prawoto, 2023). 

Uji-t untuk Pengaruh Variabel terhadap Ketimpangan 

1. Pengaruh Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan 

H0 : β1 = 0 (Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Aglomerasi Industri 

terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

H1 : β1 > 0 (Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Aglomerasi 

Industri terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

Keterangan: Jika hasil uji menunjukkan p-value < 0,05 dan t-hitung > 0, maka 

hipotesis H1 diterima, yang menyatakan bahwa peningkatan aglomerasi industri 

akan meningkatkan ketimpangan pendapatan secara signifikan. 

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan 

H1 : β2 = 0 (Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Upah Minimum 

Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

H1 : β2  < 0 (Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Upah 

Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

Keterangan: Jika hasil uji menunjukkan p-value < 0,05 dan t-hitung < 0, maka 

hipotesis H1 diterima, yang menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum 

Provinsi berpengaruh negatif (menurunkan) ketimpangan pendapatan secara 

signifikan. 

3. Pengaruh Infratsruktur Jalan terhadap Ketimpangan 
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H0 : β3 = 0 (Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Infratsruktur Jalan 

terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

H1 : β3 < 0 (Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Infrastruktur 

Jalan terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

Keterangan: Jika hasil uji menunjukkan p-value < 0,05 dan t-hitung < 0, maka 

hipotesis H1 diterima, yang menunjukkan bahwa peningkatan Infrastruktur Jalan 

berkorelasi menurunkan ketimpangan pendapatan. 

4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan 

H0 : β4 = 0 (Tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kemiskinan 

terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

H1 : β4 > 0 (Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat 

kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

Keterangan: Jika hasil uji menunjukkan p-value < 0,05 dan t-hitung > 0, maka 

hipotesis H1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat 

kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat. 

5. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan 

H0 : β5 = 0 (Tidak terdapat pengaruh signifikan antara rata-rata lama 

sekolah terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

H1 : β5 < 0 (Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rata-rata lama 

sekolah terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah). 

Keterangan: Jika hasil uji menunjukkan p-value < 0,05 dan t-hitung < 0, maka 

hipotesis H1 diterima, yang menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama 

sekolah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, peneliti 

melakukan uji t agar dapat menentukan tanda dan ukuran koefisien regresi dari 

setiap variabel tersebut. Dengan memahami tanda ini, kita dapat mengetahui arah 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t yang didapat dari hasil perangkat 

lunak, dengan nilai t yang terdapat pada tabel distribusi t. Nilai t-tabel ditentukan 

berdasarkan derajat kebebasan (df) yang dihitung menggunakan rumus n dikurangi 

k dikurangi 1, di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel 

independen. Kriteria dalam pengujian uji-t adalah sebagai berikut: 

Jika nilai t-hitung lebih kecil atau sama dengan t-tabel, maka hipotesis nol (tidak 

ada pengaruh yang signifikan) diterima dan hipotesis alternatif (ada pengaruh yang 

signifikan) ditolak, sehingga variabel independen dianggap tidak memengaruhi 

variabel dependen. 

Jika nilai t-hitung lebih besar atau sama dengan t-tabel, maka hipotesis nol (H₀) 

ditolak dan hipotesis alternatif (H₁) diterima, artinya variabel independen 

memengaruhi variabel dependen secara signifikan.Jika t-hitung ≤ t-tabel, maka H₀ 

(tidak ada pengaruh signifikan) diterima dan H₁ (ada pengaruh signifikan) ditolak, 

sehingga variabel independen dianggap tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Jika t-hitung ≥ t-tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang 

menyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 

2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dari beberapa 

variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai F-statistik dengan tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 

persen atau 0,05. Apabila probabilitas F-statistik lebih kecil dari 0,05 (F-statistik < 

0,05), maka variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika probabilitas F-statistik 

lebih besar dari 0,05, maka variabel-variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Basuki & Prawoto, 

2023). 

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) 
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Koefisien Determinasi (R²) menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan perubahan atau variasi variabel dependen. Nilai R 

kuadrat berada dalam rentang 0 hingga 1, semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin 

besar variasi dari variabel yang tergantung yang dapat dijelaskan, dan semakin baik 

model yang digunakan. Nilai R kuadrat yang lebih kecil berarti model tersebut tidak 

cukup baik dalam menjelaskan berbagai perubahan pada variabel yang diukur 

(Gujarati, 2006). 
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V.  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data panel dengan pendekatan Panel Corrected Standard 

Errors (PCSE) periode 2014–2024 di 10 provinsi Pulau Sumatera, serta 

pembahasan mengenai dinamika aglomerasi industri, Upah Minimum Provinsi 

(UMP), infrastruktur jalan, tingkat kemiskinan, dan rata-rata lama sekolah terhadap 

Indeks Williamson, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai 

berikut: 

1) Pengaruh Secara Bersama-sama : Pengujian melalui uji F menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen yang diestimasi yaitu aglomerasi 

industri, UMP, infrastruktur jalan, tingkat kemiskinan, dan rata-rata lama 

sekolah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan nyata 

terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah di Pulau Sumatera. 

Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatn antarwilayah di 

Sumatera merupakan cerminan dari interaksi kompleks antara kebijakan 

upah, konsentrasi industri, kualitas modal manusia, dan aksesibilitas fisik. 

2) Aglomerasi Industri (X1) : Secara parsial, aglomerasi industri pengolahan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan 

ketimpangan pendapatan antarwilayah. Hasil ini menegaskan berlakunya 

teori kutub pertumbuhan, di mana konsentrasi industri manufaktur di 

Sumatera masih menimbulkan efek penarikan sumber daya (backwash 

effect) yang jauh lebih kuat daripada efek penyebaran kemakmuran (spread 

effect). Wilayah yang menjadi pusat industri tumbuh secara akseleratif, 

sementara wilayah penyangga (hinterland) cenderung mengalami pelarian 

modal dan tenaga kerja produktif, sehingga memperlebar jurang disparitas 

ekonomi regional. 
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3) Upah Minimum Provinsi (X2) : Secara parsial, Upah Minimum Provinsi 

(UMP) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan. Temuan empiris ini membuktikan bahwa 

kebijakan intervensi pasar tenaga kerja melalui penetapan upah minimum 

efektif berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan di Pulau 

Sumatera. Kenaikan UMP secara berkala mampu mendongkrak daya beli 

masyarakat pada lapisan terbawah (pekerja formal berpenghasilan rendah), 

yang pada gilirannya menekan jarak pendapatan antarlapisan masyarakat 

sekaligus mereduksi indeks ketimpangan makro regional. 

4) Infrastruktur Jalan (X3) : Secara parsial, infrastruktur jalan menunjukkan 

pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan antarwilayah. Meskipun pembangunan jalan, termasuk jalur tol 

dan jalan nasional, terus digenjot di seluruh koridor Sumatera selama 

dekade terakhir, dampaknya belum terkonsolidasi secara merata untuk 

mengubah struktur pembagian pendapatan masyarakat kelas bawah secara 

signifikan atau langsung mengurangi ketimpangan makro ekonomi 

regional. 

5) Tingkat Kemiskinan (X4) : Secara parsial, tingkat kemiskinan memiliki 

pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan antarwilayah. Dinamika penurunan jumlah penduduk miskin di 

tingkat provinsi belum serta-merta mampu mengubah potret ketimpangan 

wilayah secara keseluruhan, karena perbaikan kesejahteraan seringkali baru 

menyentuh masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, belum 

menyentuh pemerataan aset ekonomi yang lebih fundamental. 

6) Rata-Rata Lama Sekolah (X5): Secara parsial, rata-rata lama sekolah (RLS) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan antarwilayah. Fenomena paradoks ini mengindikasikan adanya 

ketidakmerataan kualitas pendidikan dan ketimpangan daya serap pasar 

kerja antarprovinsi. Peningkatan jenjang pendidikan tanpa disertai 

ketersediaan lapangan kerja sektor modern yang merata di setiap daerah 

justru memicu polarisasi pendapatan, di mana pekerja berpendidikan tinggi 

terkonsentrasi pada wilayah maju dengan upah yang sangat kontras 
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dibandingkan daerah pinggiran yang didominasi pekerja sektor informal 

berpendidikan rendah. 

5.1.1 Temuan Karakteristik Kedaerahan di Pulau Sumatera 

Potret ketimpangan di Pulau Sumatera tidak bersifat seragam (homogen), 

melainkan menunjukkan adanya variasi dan keunikan struktural yang berbeda nyata 

antarwilayah sebagai berikut: 

1. Ekonomi Enklaf (Enclave Economy) di Riau dan Jambi: Provinsi Riau dan 

Jambi secara konsisten mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) yang sangat tinggi berkat kekayaan sektor minyak bumi, gas, serta 

dominasi perkebunan kelapa sawit skala besar. Namun, tingginya angka 

PDRB ini menciptakan anomali ekonomi terkungkung (enclave economy), 

di mana pertumbuhan ekonomi sebagian besar terakumulasi pada korporasi 

multinasional dan elit pemilik modal, sementara masyarakat lokal non-

perkebunan atau sektor pertanian tradisional tidak merasakan dampak 

tetesan ke bawah secara proporsional. Kondisi ini memicu tingginya 

ketimpangan riil di tingkat tapak masyarakat. 

2. Polarisasi Geografis di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara: Provinsi 

Kepulauan Riau (Kepri) memiliki aglomerasi industri manufaktur dan 

perdagangan internasional yang sangat masif di kawasan Batam dan Bintan. 

Kemajuan pesat ini memicu polarisasi regional yang tajam antara wilayah 

urban berbasis industri modern dengan wilayah kepulauan terpencil 

(hinterland) seperti Kepulauan Anambas, Lingga, dan Natuna yang 

ekonominya bergantung pada perikanan tradisional. Kasus serupa terjadi di 

Sumatera Utara, di mana pusat pertumbuhan ekonomi menumpuk di 

kawasan metropolitan Medan dan Deli Serdang, menyisakan ketimpangan 

yang lebar dengan wilayah barat seperti Kepulauan Nias. 

3. Paradoks Anggaran di Provinsi Aceh: Provinsi Aceh merupakan wilayah 

khusus yang menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam 

jumlah yang sangat besar dari pemerintah pusat selama periode 

pengamatan. Kendati demikian, Aceh secara paradoks kerap mencatatkan 

angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketimpangan 

pendapatan yang tetap persisten. Hal ini menunjukkan adanya hambatan 
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struktural dalam tata kelola anggaran, di mana pemanfaatan dana besar 

tersebut belum optimal dalam menggerakkan sektor riil dan menciptakan 

lapangan kerja produktif berkelanjutan bagi masyarakat lokal. 

4. Kondisi Distribusi Pendapatan di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan 

Lampung: Provinsi Sumatera Selatan bertindak sebagai salah satu wilayah 

dengan tingkat ketimpangan tertinggi akibat tajamnya dualisme ekonomi 

antara perkotaan berbasis industri/jasa dengan daerah pedesaan. Sebaliknya, 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung secara konsisten 

menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah di Sumatera. 

Rendahnya ketimpangan di Bangka Belitung disokong oleh struktur 

pertambangan timah rakyat dan perkebunan lada yang kepemilikan asetnya 

tersebar di masyarakat luas, sedangkan di Lampung didorong oleh dominasi 

sektor pertanian komoditas rakyat yang distribusi pendapatannya relatif 

lebih merata antardaerah. 

5.2 Saran Kebijakan 

1. Rekomendasi Klaster Provinsi Ekonomi Enklaf dan Perkebunan (Riau dan 

Jambi) 

Reformasi Sistem Kemitraan Inti-Plasma: Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi 

wajib menegakkan regulasi alokasi kebun plasma minimal 20% bagi perusahaan 

perkebunan kelapa sawit besar secara ketat. Diperlukan audit berkala terhadap 

transparansi penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) oleh Dinas Perkebunan 

agar petani swadaya lokal terlindungi dari eksploitasi rantai pasok, sehingga 

sirkulasi uang hasil komoditas mengalir ke masyarakat bawah, bukan hanya 

mengendap di korporasi. 

Hilirisasi Industri Berbasis Koperasi Rakyat: Mendorong investasi pabrik hilirisasi 

kelapa sawit (seperti pabrik minyak goreng atau produk turunan CPO) skala 

menengah yang kepemilikan sahamnya melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) 

setempat. Kebijakan ini penting untuk menggeser ketergantungan wilayah dari 

sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pengelola nilai tambah ekonomi yang 

inklusif di tingkat lokal. 
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2. Rekomendasi Klaster Provinsi Polarisasi Industri (Kepulauan Riau dan 

Sumatera Utara) 

Pengembangan Konektivitas Multi-Moda Lintas Kepulauan: Khusus untuk 

Provinsi Kepri, orientasi pembangunan infrastruktur jalan darat harus 

diintegrasikan dengan penguatan logistik maritim (marine highway). Pemerintah 

perlu membangun pelabuhan-pelabuhan pengumpul skala kecil dan menyediakan 

subsidi kapal pengangkut logistik teratur dari pulau penyangga menuju 

Batam/Bintan, agar hasil tangkapan nelayan lokal dapat langsung dipasarkan di 

kawasan industri tanpa terbebani biaya transportasi yang timpang. 

Dekonsentrasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru: Untuk Sumatera Utara, 

pemerintah daerah harus mempercepat realisasi penyerapan investasi di Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan mengarahkan aglomerasi industri baru 

ke wilayah luar koridor Medan-Binjai-Deli Serdang guna memecah konsentrasi 

ekonomi dan menciptakan pemerataan penyerapan tenaga kerja terdidik. 

3. Rekomendasi Klaster Provinsi Paradoks Anggaran dan Akses Terbatas 

(Aceh dan Bengkulu) 

Orientasi Ulang (Redirection) Dana Otonomi Khusus: Pemerintah Provinsi Aceh 

harus merestrukturisasi belanja daerah dengan mengalihkan porsi Dana Otsus dari 

proyek-proyek infrastruktur fisik yang bersifat mercusuar (kurang produktif) ke 

arah pemberian stimulus permodalan, modernisasi alat tangkap perikanan, serta 

optimalisasi sektor pertanian pangan yang menyerap mayoritas tenaga kerja kelas 

bawah. 

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Berbasis Kompetensi Komoditas Lokal: 

Mengingat peningkatan rata-rata lama sekolah di klaster ini memicu perluasan 

ketimpangan akibat ketidaksesuaian kerja (job mismatch), maka perlu didirikan 

BLK khusus yang kurikulumnya disesuaikan dengan potensi unggulan daerah 

(seperti pengolahan kopi gayo di Aceh atau kelapa sawit/karet di Bengkulu). 

Langkah ini strategis untuk mencetak tenaga kerja terampil siap pakai secara lokal 

sekaligus mencegah fenomena pelarian modal manusia (brain drain) ke luar 

provinsi. 
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4. Rekomendasi Klaster Provinsi Ketimpangan Rendah Berbasis Komoditas 

Rakyat (Bangka Belitung dan Lampung) 

Strategi Diversifikasi Ekonomi Pasca-Tambang: Bagi Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, struktur ekonomi yang saat ini merata berkat tambang timah rakyat berada 

dalam ancaman kerentanan jangka panjang seiring menipisnya cadangan komoditas 

tersebut. Pemerintah daerah harus segera menginisiasi transisi ekonomi secara 

struktural ke arah pengembangan sektor pariwisata bahari, ekonomi kreatif, dan 

budidaya laut berkelanjutan sebelum terjadi lonjakan ketimpangan dan kemiskinan 

baru akibat berakhirnya era timah. 

Penguatan Kelembagaan dan Proteksi Pasar Petani: Untuk Provinsi Lampung, guna 

menjaga stabilitas pemerataan pendapatan yang sudah baik, pemerintah perlu 

memperkuat ekosistem program jaminan pertanian rakyat (seperti kepastian pupuk 

subsidi tepat waktu dan stabilitas harga gabah/singkong di tingkat petani). Hal ini 

harus ditopang dengan perluasan akses lembaga keuangan formal ke pedesaan guna 

memutus ketergantungan petani dari skema pinjaman ijon yang destruktif terhadap 

pendapatan mereka. 
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